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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim, 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pasaman Barat 

Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.  

LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 disusun dalam 

rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah berkewajiban 

untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah berakhirnya tahun anggaran.   

  LPPD merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta sebagai sarana bagi 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam melakukan 

pembahasan, penilaian dan pengawasan terhadap seluruh 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pasaman Barat 

pada Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Bupati beserta jajarannya. 

 LPPD Kabupaten Pasaman Barat ini merupakan 

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah pada tahun ke-4 masa bakti 

kepemimpinan yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 

yang menjelaskan tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, 

Pembangunan dan Kemasyarakatan serta berisikan Arah Kebijakan, 

Strategi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 

2022 mengacu kepada Arah Kebijakan Umum APBD 2022 sehingga 

dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja, baik makro 

maupun mikro dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 
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Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, sekaligus merupakan wujud 

transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan 

tugas Pemerintah Daerah. Selain itu Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat ini menjadi salah satu 

tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat didalam 

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di 

Kabupaten Pasaman Barat. 

 Kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat 

ini masih banyak yang perlu dibenahi dan ditingkatkan pelaksanaannya 

pada tahun-tahun yang akan datang guna mewujudkan Kabupaten 

Pasaman Barat yang lebih baik. 

Akhirnya, Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada seluruh masyarakat Pasaman Barat yang telah 

bersama-sama dengan Pemerintah Daerah membangun Pasaman Barat 

serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat, 

semoga penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ranah Tuah Basamo 

ini senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk dan ridho 

Allah SWT.  

                                                  Simpang Empat, 31 Maret  2023 

Jabatan Tanggal  Paraf  BUPATI PASAMAN BARAT 
Wakil Bupati     

Sekda    

Asisten     

Kabag    
Kasubag    H. HAMSUARDI, S.Ag 
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2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan 

capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi 

pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan 

dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas 

pemerintah daerah memuat: 

a. target kinerja dalam perjanjian kinerja. 

b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian 

kinerja. 

c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 

d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah. 

e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil 

(kinerja) yang telah dicapai. 

f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target 

kinerja. 

1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan 

kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi 

kinerja dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase 

capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase 

capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka 
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mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta 

menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja 

yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan sebagai 

berikut: 

 

2. HASIL PENGUKURAN KINERJA 

Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 

didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen 

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022. 

Dalam dokumen tersebut disajikan 4 tujuan dengan 12 sasaran untuk 

mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 

Pencapaian kinerja dilihat dari capaian target 4 indikator kinerja tujuan 

dan 23 indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran 4 indikator kinerja 

tujuan dan 23 indikator kinerja sasaran diuraikan pada tabel 2.3.1. 
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Tabel 2.3.1 

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

Tahun 2022 

 

No 

Misi/Tujuan/

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

% 

Capaian 

Kinerja 

Misi 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan 

inovatif 

Tujuan 

1.1 

Penerapan 

tata kelola 

pemerintahan 

profesional, 

akuntabel dan 

inovatif 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

CC 

(58) 

CC 

(56,20) 

96,89 

1.1.1 Terwujudnya 

Birokrasi yang 

bersih dan 

akuntabel 

 

Opini BPK 

atas laporan 

keuangan 

daerah 

WTP WTP 100 

Nilai SAKIP B (65) B (62,24) 95,75 

Level 

Maturitas SPIP 

2,35 3,132 133,28 

Tingkat 

Kapabilitas 

APIP 

3 2,8 93,33 

1.1.2 Terwujudnya 

Birokrasi yang 

efisien dan 

efektif 

Indeks 

Profesionalitas 

ASN 

70 67,07 95,81 

Indeks 

Maturitas 

SPBE 

2,11 2,36 111,84 
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1.1.3 Terwujudnya 

Birokrasi yang 

memiliki 

pelayanan 

publik 

berkualitas 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(%) 

84,5 80,80 95,62 

Misi 2 Membangun sumber daya manusia yang beriman dan 

bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing 

Tujuan 

2.1 

Mewujudkan 

Masyarakat 

Yang Agamais 

dan 

Berbudaya, 

Aman 

Tentram, dan 

Tangguh 

Angka 

Kriminalitas 

(per 10.000 

penduduk) 

12 13,72 94,46 

2.1.1 Masyarakat 

Yang Agamais 

dan berbudaya 

% Capaian 

PASBAR 

Mengaji 

50 NA 0 

Adat, seni dan 

budaya yang 

dilestarikan 

5 6 120 

2.1.2 Masyarakat 

yang rukun 

dan 

berkeadilan 

Indeks 

Pembangunan 

Gender 

90,71 90,17 99,40 

Predikat 

Kabupaten 

Peduli HAM 

SP Sangat 

Peduli 

(SP) 

100 

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender 

63,25 60,38 95,46 
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Predikat 

Kabupaten 

Layak Anak 

Madya 

(650) 

Madya 

(709) 

109,07 

2.1.3 Masyarakat 

Yang Tangguh 

Menghadapi 

Bencana 

Indeks 

Ketahanan 

Daerah 

1,50 1,50 100 

Tujuan 

2.2 

Mewujudkan 

Sumber Daya 

Manusia Yang 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

Indek 

Pembangunan 

Manusia 

69,41 69,57 100,23 

2.2.1 Meningkatnya 

kualitas 

pendidikan 

masyarakat 

Rata-rata lama 

sekolah (th) 

8,38 8,55 102,03 

Rata-rata 

harapan lama 

sekolah (th) 

14,22 13,69 96,27 

2.2.2 Meningkatnya 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

1) Usia 

Harapan 

Hidup (th) 

67,87 68,25 100,56 

2) Prevalensi 

Stunting (%) 

19,00 35,50 13,16 

2.2.3 Terwujudnya 

penduduk 

yang tumbuh 

seimbang dan 

berkualitas 

3) Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk (%) 1,23 1,41 87,23 

Misi 3 Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, 

dan inklusif 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui rata-rata pencapaian 4 tujuan 

dan 12 sasaran stategis tercapai 93,61% termasuk kategori keberhasilan 

sangat baik. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dari 

pencapaian 27 indikator kinerja. 

Sasaran strategis dengan pencapaian tertinggi adalah sasaran 

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan capaian sebesar 

105,59%, dan sasaran strategis dengan pencapaian terendah adalah 

sasaran Perluasan kesempatan kerja dengan capaian sebesar 54,48%. 

Gambaran pencapaian 27 indikator kinerja disajikan pada grafik 2.3.1. 

 

 

 

 

Grafik 2.3.1 

Tujuan 

3.1 

Mendorong 

pertumbuhan 

perekonomian 

daerah dan 

pemerataan 

pendapatan 

Indeks Gini 0,256 0,277 91,79 

Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

2,97 4,17 140,40 

3.1.1 Pengentasan 

kemiskinan 

% Penduduk 

Miskin 

7,00 6,93 101 

3.1.2 Perluasan 

Kesempatan 

Kerja 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (%) 

4,35 6,33 54,48 

3.1.3 Penguatan 

industri 

berbasis 

komoditas 

unggulan lokal 

PDRB per 

Kapita ADHB 

(Rp. juta) 

39,33 39,08 99,36 

Rata–Rata Capaian Kinerja 93,61 
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Gambaran pencapaian indikator kinerja tahun 2022 

 

Sumber data: Data Diolah 

3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pada bagian ini akan disajikan evaluasi dan analisis pencapaian 

indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 

dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat tahun 2021-2026. 

 

 

 

 

11%

0%

0%

56%

33%

% Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

≤ 55%

> 55% - 75%

> 75% - 85%

>85% - 100%

> 100%

MISI 1 
MEWUJUDKAN TATA KELOLA 

PEMERINTAHAN YANG 
PROFESIONAL DAN INOVATIF 

TUJUAN 1.1  
PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 
PROFESSIONAL, AKUNTABEL DAN INOVATIF 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 menempatkan mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif menjadi salah 

satu misi untuk mewujudkan visi “Mewujudkan Pasaman Barat yang 

Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”. Upaya yang dilakukan 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan 

inovatif adalah dengan mempercepat penerapan reformasi birokrasi agar 

dapat merubah perilaku birokrasi yang lebih profesional, bertanggung 

jawab, efisien dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat. Reformasi birokrasi saat ini diharapkan mampu 

merubah pola pikir dan perilaku birokrasi yang sudah ada. Meskipun 

perkembangannya kurang signifikan, namun perubahan dari tahun ke 

tahun selalu ada. Perubahan tersebut ditandai dengan kenaikan indeks 

reformasi birokrasi. 

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mempedomani 

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan mempedomani Peraturan 

Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022-2026. 

Penerapan Reformasi birokrasi selama kurang lebih tiga tahun 

yang dimulai dari tahun 2019 belum memberi hasil yang optimal, 

meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan. 

Untuk mewujudkan peningkatan tata pemerintah yang baik, 

bersih dan profesional maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

menetapkan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi menjadi 

tujuan yang harus dicapai. 

Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator 

kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Penetapan indeks reformasi birokrasi 
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didasarkan pada hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi yang 

dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi pada n-1. 

Penilaian penerapan reformasi birokrasi tahun 2022 

mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian reformasi birokrasi dilakukan 

2 tahap yaitu: 

1. Tahap Pertama, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 

(PMPRB), dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan 

reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah itu sendiri 

beserta unit kerja di dalamnya. Penilaian PMPRB meliputi penilaian 

pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen 

pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah dalam menjalankan fungsinya, meliputi delapan area 

perubahan. Sedangkan komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh 

dari komponen pengungkit, meliputi tiga hal yaitu kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas 

KKN, serta pelayanan publik.   

2. Tahap Kedua adalah proses verifikasi PMPRB juga dilakukan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Reformasi 

Birokrasi Nasional (UPRBN).   

Nilai indeks reformasi birokrasi tertinggi adalah 100 dengan 

prediket istimewa. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat menetapkan target indeks reformasi birokrasi yang selalu 

meningkat setiap tahunnya agar bisa mencapai nilai/prediket tertinggi 

(istimewa) tersebut. Dengan mempertimbangkan nilai indeks reformasi 

birokrasi tahun 2020 sebesar 49,19, Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat menargetkan indeks reformasi birokrasi tercapai 72 (kategori 

baik/BB) di tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Untuk tahun 2022, 

Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan 58. Penetapan target Indeks 
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Reformasi Birokrasi mengacu pada target yang ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 

Jika dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2021 

(49,19), target tahun 2022 ditetapkan meningkat sebesar 8,81. 

Pencapaian tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi 

tergambar pada tabel 2.3.2.  

Tabel 2.3.2 

Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1.1 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Indeks Reformasi Birokrasi CC (58) C (56,20) 96,89% 

 

Indikator kinerja indeks reformasi birokrasi target 58, terealisir 

56,89 dengan tingkat capaian sebesar 96,89% termasuk kategori 

keberhasilan sangat baik. Realisasi indikator kinerja indeks reformasi 

birokrasi tahun 2022 diukur berdasarkan surat Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 

B/809/RB.06/2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Tahun 2022. Indeks Reformasi Birokrasi 56,20 termasuk 

kategori C (Cukup). Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel 2.3.3. 

 

 

 

 

Tabel 2.3.3  

Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat 

No. Komponen Penilaian Bobot 2022 

A. Komponen Pengungkit   



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021    BAB – 

II 

 

 

 

 

   

426 

 I. Pemenuhan 20,00 7,75 

 II. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 5,76 

 III. Reform 30,00 11,19 

Total Komponen Pengungkit 60,00 24,70 

B. Komponen Hasil   

1.  Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 7,36 

2. Kualitas Pelayanan Publik 10,00 9,57 

3. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 8,31 

4. Kinerja Organisasi 10,00 6,29 

Total Komponen Hasil 40,00 30,50 

Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) 100,00 56,20 

Sumber data: KemenPAN dan RB 

Indeks reformasi birokrasi tahun 2022 memang telah meningkat 

dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2021, namun 

pencapaian tujuan misi 1 belum tercapai sesuai dengan target yang 

ditetapkan di tahun 2022.  

Dari hasil penilaian reformasi Birokrasi tahun 2022 diketahui hal-

hal sebagai berikut:  

1. Hasil evaluasi terhadap 3 komponen pengungkit menunjukkan 

seluruh komponen mengalami kemajuan.  

2. Hasil evaluasi terhadap 4 komponen hasil menunjukkan seluruh 

komponen mengalami kemajuan.  

Capaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi sebesar 

96,89% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. 
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Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi 

tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.4. 

Tabel 2.3.4  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi  

No  Indikator 

Kinerja  

Realisasi  % Capaian Kinerja  Target  

2022 2021 2022 2021 2026 

1  Indeks 

Reformasi  

Birokrasi  

56,20 

 

49,19 

 

96,89 92,81 72 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indeks 

reformasi birokrasi tahun 2022 meningkat sebesar 7,01 dibandingkan 

dengan realisasi indeks reformasi birokrasi tahun 2021 dengan capaian 

kinerja 96,89% meningkat sebesar 4,08% dari tahun sebelumnya.   

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan perolehan 

indeks reformasi birokrasi tahun 2026 adalah 72 kategori BB (Baik) atau 

meningkat 15,8 dari indeks reformasi birokrasi tahun 2022. 

Dibandingkan dengan peningkatan di tahun 2022, target tahun 2026 

dinilai dapat dicapai.  

Capaian indeks reformasi birokrasi sebesar 96,89% termasuk 

kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian ini didukung oleh upaya 

yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat antara 

lain:  

1. Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2022-2026.  

2. Menyusun rencana aksi untuk 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. 

3. Memfasilitasi dan mengevaluasi rancangan produk hukum daerah. 
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4. Melakukan evaluasi dan menyesuaikan kelembagaan dengan 

merevisi Peraturan Daerah dan menyesuaikan Perbup tentang rincian 

tugas. 

5. Kabupaten Pasaman Barat sedang menyusun Standar Kompetensi 

Jabatan untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan 

Jabatan Fungsional Penyetaraan.   

6. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja 

Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat. 

7. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 

8. Mengembangkan aplikasi e-SAKIP sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi 

SAKIP digunakan untuk memonitor/pengawasan terhadap 

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.  

9. Mengoptimalkan penerapan SPIP.  

10. Mengupayakan ASN memiliki perencanaan kerja individu yg jelas, 

dengan membuat perjanjian kerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja 

dan SKP. 

Kelemahan/kendala yang dihadapi dalam penerapan reformasi 

birokrasi di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya komitmen pimpinan terhadap perlunya 

melaksanakan reformasi birokrasi.  

2. Kesulitan merubah mindset aparatur yang masih ingin dilayani 

bukannya ingin melayani.  

3. Belum maksimalnya penerapan manajemen kinerja. 

4. Masih rendahnya budaya kerja dalam melakukan efesiensi anggaran. 

 Untuk peningkatan implementasi reformasi birokrasi di masa yang 

akan datang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengupayakan 

untuk:  

1. Memaksimalkan koordinasi dengan unsur dari Bappelitbangda, 

Inspektrorat Daerah dan OPD pengampu 8 area perubahan reformasi 

birokrasi.  
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2. Memaksimalkan peran tim pokja dari masing-masing area perubahan.  

3. Memperbaiki kualitas pelayanan publik.  

4. Menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.  

5. Membangun aplikasi untuk tambahan penghasilan pegawai yang 

akan terintegrasi dengan aplikasi kinerja dan absensi online.  

6. Menggunakan aplikasi e-kinerja untuk mengukur kinerja masing-

masing ASN berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Sasaran 

Kinerja Pegawai.  

7. Memaksimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 

8. Menetapkan Unit Kerja sebagai pilot project ZI WBK/WBBM dan 

mengusulkan ke TPN Kemenpan RB.   

9. Menyusun anggaran berdasarkan kinerja yang ingin dicapai. 

 

Untuk meningkatkan penerapan reformasi birokrasi telah 

ditetapkan 3 sasaran strategis Reformasi Birokrasi. Hal ini sesuai dengan 

sasaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman 

Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Evaluasi dan analisis terhadap 

pencapaian 3 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

Birokrasi yang bersih ditandai dengan adanya kejujuran, keadilan, 

kewajaran, transparansi dan profesionalisme dalam bekerja dan dalam 

pengadaan barang dan jasa. Sementara birokrasi yang akuntabel adalah 

birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented dengan 

SASARAN STRATEGIS 1.1.1 
TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN 

AKUNTABEL 
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memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan 

profesional. Akuntabilitas kinerja merupakan garda depan menuju good 

governance. Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan bagaimana instansi 

pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran 

negara dengan sebaik-baiknya.  

Perubahan mindset dan culture-set penyelengaraan birokrasi yang 

semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) 

dan inilah titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.   

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

menetapkan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagai 

sasaran pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan 

meningkatnya penerapan reformasi birokrasi. Untuk melihat apakah 

birokrasi yang bersih dan akuntabel sudah diterapkan di Kabupaten 

Pasaman Barat, digunakan empat indikator yang dijadikan alat ukur 

yaitu opini BPK terhadap pengelolaan keuangan, nilai evaluasi SAKIP, 

level maturitas SPIP dan tingkat kapabilitas APIP untuk mengetahui 

penerapan akuntabilitas kinerja di daerah.  

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih 

dan akuntabel disajikan pada tabel 2.3.5. 

 

 

Tabel 2.3.5  

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.1.1 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Opini BPK atas Laporan Keuangan 

Daerah 

WTP WTP 100 

Nilai SAKIP B (65) B (62,24) 95,75 

Level Maturitas SPIP 2,35 3,132 133,28 

Tingkat Kapabilitas APIP 3 2,8 93,33 

Rata–rata Capaian 105,59 
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Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 

meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebesar 

105,59% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-

masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang 

bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut:  

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

merupakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. 

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disusun dengan 

mengggunakan sistem tata kelola yang baik dengan menerapkan 

akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan dikatakan wajar jika bebas 

dari salah saji material. Penilaian wajar atau tidaknya laporan keuangan 

diberikan oleh auditor independen dalam bentuk laporan audit. Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor independen pemerintah 

memberikan penilaian atas kewajaran informasi yang disajikan dalam 

dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  

Ada 4 jenis opini yang akan diberikan oleh BPK terhadap Laporan 

Keuangan  yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar. Opini 

WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan 

yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar 

sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Capaian opini WTP 

bagi Pemerintah Daerah sebagai bukti perwujudan keberhasilan atas tata 

kelola keuangan yang baik. Capaian opini WTP merupakan salah satu 

kriteria yang menunjukkan kinerja keuangan sebagai penentu kelayakan 

daerah dalam menerima dana insentif daerah.  

Sejak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sudah 

memperoleh Opini WTP. Dikarenakan opini WTP merupakan opini 

tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap 

instansi Pemerintah yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan maka di tahun 2022, Pemerintah 
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Kabupaten Pasaman Barat menargetkan untuk tetap mempertahankan 

opini WTP di tahun 2022. 

Realisasi opini BPK terhadap laporan keuangan daerah tahun 2022 

belum dapat ditetapkan karena masih dalam proses pemeriksaan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, sehingga 

data yang digunakan masih menggunakan data tahun 2021 dengan 

realisasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan capaian indikator 100%. 

Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan 

sebesar 100% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang 

pertama. 

 

Perbandingan realisasi indikator kinerja opini BPK terhadap 

Laporan Keuangan tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun 

terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.3.6. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3.6  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 

Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 

No  Indikator Kinerja Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1  

  

Opini BPK atas Laporan 

Keuangan Daerah 

WTP  

  

WTP  

  

100%  

  

100%  

  

WTP  
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Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat tahun 2022 adalah WTP. Opini WTP ini sudah diperoleh 

oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2022. Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap 

Laporan Keuangan tahun 2021-2022 menunjukkan nilai yang sama yaitu 

100% yang berarti realisasi tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.  

Untuk tahun 2026, ditargetkan tetap mempertahankan opini WTP. 

Dengan mempertimbangkan realisasi dari tahun 2016-2022 dan 

komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan 

keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, target tahun 2026 

optimis dapat dicapai dengan strategi yang tidak jauh berbeda dengan 

tahun 2022.  

Perolehan Opini WTP tidak lepas dari upaya yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah dan semua OPD di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mempertahankan Opini 

BPK terhadap LKPD tahun 2022. Adapun upaya yang telah dilakukan 

antara lain:  

1. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja, 

kas daerah, pembiayaan dan dana perimbangan antara Bidang 

Akuntansi dan Pelaporan, Bendahara Umum Daerah, Bank Nagari 

dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.  

2. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi angka aset tetap, aset 

lainnya, investasi jangka panjang dan hutang antara Bidang 

Akuntansi dan Pelaporan dengan OPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat.  

3. Meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD di  

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.  

4. Update aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah 

(SIPKD).  
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5. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi penyelesaian masalah 

aset Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.  

6. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  

7. Melaksanakan pendampingan dalam proses pemeriksaan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan 

pemenuhan data pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik.  

8. Menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaaan BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah tahun sebelumnya.  

Adapun faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK 

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah adalah  

a. Peraturan perundang-undangan, sistem dan mekanisme tata kelola 

keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan 

pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset 

daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.  

b. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan 

anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian 

permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.  

c. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan 

lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk 

pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman 

dan implementasi.  

d. Masih adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern pada 

OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam 

penyusunan Laporan Keuangan dan penerapan kebijakan dalam 

pengelolaan keuangan daerah.  

e. Kendala dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan.  

Upaya untuk mempertahankan opini WTP terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat:  
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a. Adanya penyesuian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan 

kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang 

dilakukan oleh pemerintah.  

b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 

secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan 

keuangan.  

c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, 

penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik 

sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan 

terjadinya kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, 

penatausahaan, dan pertanggungjawaban.  

d. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam 

pelaksanaan pengendalian intern pemerintah daerah.  

e. Meningkatkan pengawasan pada hal-hal yang menjadi permasalahan 

dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan audit yang 

terfokus pada pembinaan dan pendampingan.  

f. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi 

BPK yang tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat TA 2022 agar 

kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian 

intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu 

WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.  

2. Nilai SAKIP 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan 

sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem 

akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk 

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
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ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik.  

Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai hasil 

evaluasi Reformasi Birokrasi komponen akuntabilitas dan nilai hasil 

evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Sejak tahun 

2016, Kabupaten Pasaman Barat telah mengalami peningkatan nilai 

SAKIP terakhir kategori baik (B). Sampai tahun 2022, nilai hasil evaluasi 

SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat masih bertahan pada 

kategori B dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya.   

Nilai evaluasi SAKIP tertinggi adalah kategori AA dengan rentang 

nilai (>90 – 100). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat menetapkan target nilai evaluasi SAKIP selalu meningkat 

setiap tahunnya sampai diperoleh nilai yang tertinggi. Dengan 

mempertimbangkan nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 sebesar 60,82 dan 

peningkatan nilai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2021), 

target tahun 2022 ditetapkan masih B dengan nilai 65. Untuk tahun 

2026, nilai evaluasi SAKIP yang ditargetkan untuk tahun ke 5 RPJMD 

Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 adalah 78 (kategori BB). 

Nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 ditargetkan B (65), terealisasi B 

(62,24) dengan tingkat capaian 95,75% termasuk kategori keberhasilan 

sangat baik. 

Nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 dikeluarkan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi melalui surat 

Nomor: B/880/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022. Rincian 

nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3.7  

Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2022  

No  Komponen yang dinilai  Bobot  Nilai  
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1  Perencanaan Kinerja  30 23,25  

2  Pengukuran Kinerja  30 13,69  

3  Pelaporan Kinerja  15 9,90  

4  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal  25 15,40  

Nilai Hasil Evaluasi  100  62,24  

Tingkat Akuntabilitas Kinerja   B  

 

Hasil evaluasi akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

tahun 2022 dengan nilai 62,24 (Prediket B) didukung dengan hasil 

evaluasi akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Laporan Hasil Evaluasi atas 

implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor: 700/1396/Inspekt-2022 

menunjukkan dari 31 OPD yang dievaluasi ada 14 OPD memperoleh nilai 

BB (45,16%) dan 17 OPD memperoleh nilai B (54,83 %).  

Capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP sebesar 95,75% 

diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. 

 

 Perbandingan realisasi indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP tahun 

2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.8. 

 

 

Tabel 2.3.8  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Nilai SAKIP 

No  Indikator Kinerja Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 
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2022 2021 2022  2021  2026 

1 

  

Nilai SAKIP  

  

B 

(62,24)   

B 

(60,82)   

95,75 

  

98,09  

  

BB 

(78) 

  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi nilai SAKIP 

tahun 2022 adalah sebesar 62,24 meningkat sebesar 1,42 dibandingkan 

dengan realisasi nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 60,82. Sedangkan 

capaian kinerja tahun 2022 adalah 96,89% turun sebesar 2,34% dari 

tahun sebelumnya. 

Untuk tahun 2026, ditargetkan nilai evaluasi SAKIP BB (78).  

Dengan mempertimbangkan realisasi 2022, Kabupaten Pasaman Barat 

harus meningkatkan nilai sebanyak 15,76 agar target tahun 2026 dapat 

tercapai. Nilai evaluasi SAKIP predikat BB optimis dapat dicapai dengan 

meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk 

mengimplementasikan SAKIP lebih baik di Kabupaten Pasaman Barat.  

Perkembangan nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Pasaman Barat 

tahun 2016-2021 disajikan pada grafik 2.3.2. 
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Grafik 2.3.2 

Perkembangan nilai evaluasi SAKIP tahun 2016-2022 

Sumber data: Data diolah 
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Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selalu berupaya untuk 

meningkatkan implementasi SAKIP secara berkelanjutan. Upaya tersebut 

antara lain:  

1. Melibatkan unsur dari Bappelitbangda dan Inspektorat Daerah dalam 

mengawal implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan 

OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja 

pemerintah daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat dengan:  

a. Melakukan pembahasan/verifikasi Cascading kinerja dan 

dokumen perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat dan OPD di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat 

(keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, 

dan penetapan taget). 

b. Memverifikasi keselarasan indikator kinerja yang ada di dokumen 

Perjanjian Kinerja dengan SKP. 

3. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 

4. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah 

disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini akan 

memudahkan OPD untuk menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun.  

5. Mengembangkan kembali aplikasi e-SAKIP sesuai dengan kebutuhan. 

Aplikasi SAKIP digunakan untuk memonitor/pengawasan terhadap 

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.  

Hambatan yang masih dihadapi untuk meningkatkan 

implementasi SAKIP di tahun 2022 adalah  

1. Cascading kinerja yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan 

untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.  

2. Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP 

masih belum merata.  
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3. Keterlibatan Bappelitbangda dan Inspektorat dalam meningkatkan 

implementasi SAKIP masih belum maksimal.  

Untuk peningkatan implementasi SAKIP di tahun yang akan 

datang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengupayakan hal-hal 

berikut:  

1. Memaksimalkan peran Bappelitbangda, Inspektorat dan Bagian 

Organisasi dalam mengawal implementasi SAKIP di tingkat 

Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat.  

2. Merumuskan tujuan, sasaran yang berbasis outcome dan indikator 

kinerja yang SMART dalam dokumen perencanaan kinerja 

pemerintah daerah dan OPD di lingkungan Kabupaten Pasaman 

Barat tahun yang akan datang.  

3. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pemerintah daerah dengan 

tujuan dan sasaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat dengan menggunakan kerangka berfikir logis 

(cascading kinerja).  

4. Penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja yang ingin dicapai 

sesuai dengan cascading kinerja yang telah dirumuskan.  

3. Level Maturitas SPIP           

 Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP 

dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif 

dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

SPIP yang dimuat dalam PP No. 60 Tahun 2008 merujuk pada 

konsep pengendalian internal yang dikemukakan oleh Committee of 

Sponsoring Organizations (COSO) terdiri dari lima komponen utama, yaitu 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 

informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 

Tahapan yang harus dilalui dalam penerapan Sistem Pengendalian 

Intern di Instansi Pemerintah, ada lima tahapan yaitu pemahaman 
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(knowing), pemetaan (mapping), infrastruktur (norming), internalisasi 

(forming), serta pengembangan berkelanjutan (performing). 

Level maturitas penyelenggaraan SPIP yang merupakan hasil 

penilaian dari BPKP merupakan tingkat kematangan atau kesempurnaan 

penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. 

Terdapat enam tingkatan level maturitas, yakni: 

Grafik 2.3.3 

Level maturitas SPIP 

Level Tingkatan 

0 Belum ada 

1 Rintisan 

2 Berkembang 

3 Terdefinisi 

4 Terkelola dan terstruktur 

5 Optimum 

 

Tahun 2022, Level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat berada pada level 3 “Terdefinisi” dan Nilai Maturitas 

Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,132. 
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Tabel 2.3.9 

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Level Maturitas SPIP 

 

No Indikator Kinerja Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1 

  

Level Maturitas SPIP 3,132  

  

2,83  

  

133,28%  134,12% 

  

3 

  

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi level maturitas 

SPIP tahun 2022 adalah 3,132 meningkat sebesar 0,302 dari tahun 2021 

dengan realisasi 2,83. Sedangkan capaian indikator Level maturitas SPIP 

tahun 2022 turun 0,84% dari tahun 2021. 

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

dalam meningkatkan Level maturitas SPIP menuju level 3 adalah sebagai 

berikut: 

1. Belum efektifnya peran Satgas SPIP pada masing-masing OPD. 

2. Masih kurangnya Pemahaman Counterpart yang biasanya adalah 

Kasubag Program dan Perencanaan terhadap bahan-bahan yang harus 

disiapkan untuk penilaian maturitas SPIP menuju level 3. 

3. Pendokumentasian yang tidak tertib sehingga saat dilakukan penilaian 

maturitas SPIP OPD tidak didukung dengan dokumen yang sesuai. 

4. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah masih rendah tentang 

pemahaman bahwa SPI merupakan hal penting sebagaimana amanat 

mengenai SPIP sudah tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. 

Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

untuk meningkatkan Level maturitas SPIP menuju level 3 

adalah sebagai berikut: 

1. Memaksimalkan peran PPID OPD dalam pendokumentasian data ke 

dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui 
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Diskominfo, sehingga data-data maupun produk hukum yang bersifat 

umum tersimpan dan dapat diakses secara terbuka. 

2. Menyusun SOP secara lengkap dan terperinci sesuai dengan 

peraturan terbaru, khususnya dalam prosedur pendokumentasian. 

3. Pegawai OPD yang menganggap kelengkapan dokumentasi sebagai 

formalitas saja harus mulai mengubah mindset tersebut. Karena, 

dengan adanya dokumentasi segala sesuatunya lebih terinventarisir.  

Pendokumentasian dilakukan dengan 2 tipe yaitu hardcopy dan 

softcopy. 

4. Pemerintah pusat memberikan suatu penghargaan bagi pemerintah 

daerah yang berhasil meraih level maturitas SPIP yang telah 

ditargetkan untuk meningkatkan komitmen OPD terhadap penerapan 

SPI di lingkungan kerjanya masing-masing. 

5. Pemerintah pusat membuat kebijakan yang menghubungkan antara 

level maturitas SPIP dan opini laporan keuangan. Misalnya, 

pemerintah daerah wajib memiliki level maturitas minimal level 3 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan opini WTP. 

 

4. Tingkat Kapabilitas APIP 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas 

melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat 

dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat 

Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern 

pada Badan Hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan 

aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan 

yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas 

agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. 

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas 
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penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi 

atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam 

penetapan level tingkat kapabilitas APIP. 

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP meliputi: 

1. Mekanisme Penilaian 

a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dilakukan oleh APIP. 

b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level 

Kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP. 

c. Monitoring Tindak Lanjut dilakukan oleh BPKP dan APIP. 

2. Komponen Penilaian terdiri dari: 

a. Dukungan Pengawasan (Enabler). 

b. Aktivitas Pengawasan (Delivery). 

c. Kualitas Pengawasan (Result). 

3. Aspek Penilaian terdiri dari: 

a. Kebijakan. 

b. Implementasi. 

c. Hasil. 

4. Periode Penilaian 

a. Penilaian Mandiri dilakukan secara periodik setiap tahun oleh 

seluruh APIP. 

b. Evaluasi atas hasil PM kapabilitas APIP dan penetapan level 

kapabilitas APIP oleh BPKP. 

BPKP melakukan penilaian kapabilitas dan efektivitas peran 

APIP harus tetap diarahkan untuk menjawab mandat Pasal 11 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa perwujudan 

peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus (a) memberikan 

keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan 

efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) 

memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; (c) memelihara dan 
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meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi 

pemerintah. 

Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas 

APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik sebagai 

berikut: 

Grafik 2.3.4 

Level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 

 

 

Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 

Barat atas perbaikan peningkatan level kapabilitas Inspektorat 

Kabupaten Pasaman Barat menyimpulkan bahwa Kapabilitas 

Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 berada pada level 

“2 Plus” dengan uraian sebagai berikut: 

Pada tahun 2022, hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi 

Sumatera Barat terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten 

Pasaman Barat adalah 2,8 dengan capaian sebesar 93,33%. 
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Tabel 2.3.10  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Tingkat Kapabilitas APIP 

No  Indikator Kinerja Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1 

  

Tingkat Kapabilitas 

APIP 

2,8 

 

2,5 

 

93,33% 

 

83,33% 

 

3 

 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi tingkat 

kapabilitas APIP tahun 2022 adalah 2,8 meningkat sebesar 0,3 dari tahun 

2021 dengan realisasi 2,5. Sedangkan capaian indikator tingkat 

kapabilitas APIP tahun 2022 meningkat 101% dari tahun 2021. 

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

dalam meningkatkan level kapabilitas APIP menuju level 3 adalah sebagai: 

1. Belum terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia APIP sesuai 

dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Inspektorat 

Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Masih kurangnya pemahaman tentang dokumen pendukung penilaian 

Quality Assurance  terhadap 24 Key Process Area dari 6 elemen untuk 

penilaian kapabilitas APIP menuju level 3. 

3. Pendokumentasian administrasi yang tidak tertib sehingga saat 

dilakukan penilaian kapabilitas APIP tidak didukung dengan dokumen 

yang sesuai tiap elemen. 

4. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah  dianggap masih rendah 

tentang pemahaman bahwa peran APIP yang efektif merupakan hal 

penting sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. 

Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

untuk meningkatkan level kapabilitas APIP menuju level 3 

adalah sebagai berikut: 

1. Menambah formasi jabatan fungsional APIP sehingga tercukupi 
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kebutuhan SDM sesuai Anjab dan ABK.  

2. Melakukan penilaian mandiri (Self Asessment) yang berkualitas oleh 

APIP untuk menghindari deviasi yang tinggi atas evaluasi penilaian 

mandiri oleh BPKP. 

3. Pendokumentasian dilakukan dengan 2 tipe yaitu hardcopy dan 

softcopy terhadap data-data pendukung penilaian Kapabilitas APIP per 

elemen. 

4. Meningkatkan peran APIP yang efektif dengan memberikan keyakinan 

yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas 

pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; memberikan 

peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam 

tugas dan fungsi instansi pemerintah; memelihara dan meningkatkan 

kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

 

 

 

Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien merupakan salah 

satu sasaran untuk mengimplementasikan misi pembangunan daerah 

yang kedua. Birokrasi yang efektif dan efisien ditandai dengan kondisi 

dimana birokrasi (pemerintahan) yang mampu mengoptimalkan seluruh 

sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Perwujudan 

birokrasi yang efektif dan efisien harus dipercepat. Untuk itu dukungan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki kompetensi, 

profesional dan memiliki sikap pengabdian sangat dibutuhkan.  

Selain SDM Aparatur, untuk mendukung birokrasi yang efektif dan 

efesien juga diperlukan sistem, proses, dan prosedur kerja yang 

transparan, efektif, efisien, dan terukur. Hal ini dapat terwujud dengan 

SASARAN STRATEGIS 1.1.2  
TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFISIEN DAN 

EFEKTIF 
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menerapkan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik 

(SPBE). Dengan adanya SPBE pengelolaan pemerintah semakin terbuka 

dan transparan, serta mempermudah masyarakat mengakses berbagai 

layanan publik tanpa harus bertatap muka langsung dengan pemberi 

layanan.  

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian sasaran 

terwujudnya birokrasi yang efektif dan efesien digunakan 2 indikator 

yaitu indikator Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Maturitas SPBE. 

Gambaran capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel 

2.3.11. 

Tabel 2.3.11 

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.1.2  

Indikator Target Realisasi Capaian 

Indeks Profesionalitas ASN 70 67,07 95,81 

Indeks Maturitas SPBE 2,11 2,36 111,84 

Rata–rata Capaian 103,82 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 

Meningkatnya birokrasi yang efektif dan efesien adalah sebesar 103,82% 

termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing 

indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih 

dan efesien adalah sebagai berikut:  

1. Indeks Profesionalitas ASN  

Profesionalitas adalah kualitas, sikap, derajat pengetahuan dan 

keahlian yang dimiliki suatu profesi untuk dapat melakukan tugas-tugas 

pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Untuk melihat 

apakah ASN yang dimiliki sudah dapat dikategorikan profesional, maka 

dilakukan pengukuran indeks profesionalitas dengan  mempedomani 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 
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Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN 

adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara 

kuantitatif tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Penetapan 

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan indikator kesesuaian 

kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam 

melaksanakan tugas jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019.  

Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 ditargetkan 70. Penetapan 

target mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan 

mempertimbangkan indeks profesionalitas ASN tahun 2021 dan sampel 

perhitungan ASN yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. 

Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 terealisasi 67,07 dengan 

tingkat capaian 95,81% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.  

Berdasarkan kategori nilai, Indeks Profesionalitas ASN 67,07 

berada pada kategori rendah (< 70). Dengan Indeks Profesionalitas ASN 

67,13 berarti ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

termasuk kategori tidak profesional.  

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks profesionalitas 

ASN tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.12. 

Tabel 2.3.12  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Indeks Profesionalitas ASN  

No  Indikator 

Kinerja 

Realisasi  % Capaian Kinerja  Target  

2022 2021 2022 2021 2026 

1  Indeks 

Profesionalitas 

ASN  

67,07 

 

67,13 

 

95,81 

 

95,90 

 

80 
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Realisasi indeks profesionalitas ASN tahun 2022 adalah 67,07 

tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya 

<100%. Jika dibandingkan dengan indeks profesionalitas ASN tahun 

2021, terjadi penurunan sebanyak 0,06. 

Untuk tahun 2026, Indeks profesionalitas ASN ditargetkan tercapai 

80 atau meningkat 12,93 dari realisasi tahun 2022. Realisasi 67,07 

menunjukkan pencapaian 83,83% dari target tahun 2026. Dikarenakan 

manajemen SDM aparatur merupakan area perubahan reformasi 

birokrasi yang sangat mempengaruhi indeks reformasi birokrasi maka 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan tetap mengupayakan untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.  

Indeks Profesional ASN tidak ditentukan oleh banyaknya ASN yang 

berpartisipasi dalam pengukuran, tetapi ditentukan oleh kualifikasi, 

kompetensi, kinerja dan disiplin individu ASN itu sendiri. Untuk dapat 

menghasilkan ASN yang profesional, dan mampu meningkatkan indeks 

profesional ASN maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:  

1. Dalam merencanakan kebutuhan pegawai, Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat sudah memiliki proyeksi  kebutuhan pegawai 2021-

2026 dengan memperhatikan penghitungan dalam bentuk analisis 

jabatan.  

2. Penerimaan pegawai dilakukan secara  transparan, objektif, akuntabel 

dan bebas KKN. 

3. Untuk mewujudkan pegawai berbasis kompetensi, sudah ada standar 

kompetensi jabatan eselon 2.  

4. Dalam promosi jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan secara 

terbuka.   

5. Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui penambahan 

kegiatan sosialisasi/workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian 

yang diharapkan dapat menekan jumlah Aparatur Sipil Negara yang 

bermasalah dengan disiplin.  

6. Meningkatkan koordinasi terkait percepatan updating data SAPK ke 

BKN. 
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Hambatan dan kendala dalam meningkatkan indeks 

profesionalitas ASN antara lain:  

1. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN data pegawai yang 

digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara berasal dari Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Kendalanya, terjadi 

ketidaksesuaian data Pegawai Negeri antara SAPK yang dikelola oleh 

Badan Kepegawaian Negara dengan Sistem Informasi Manajemen 

Pegawai (SIMPEG) yang dikelola Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat. 

Ketidaksesuaian data dikarenakan belum terhubungnya aplikasi 

SAPK dengan SIMPEG sehingga data pegawai yang berubah harus 

diupload ulang, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

updating data ke SAPK sangat lama dikarenakan lambatnya jaringan.  

2. Keterbatasan anggaran, sehingga pendidikan dan pelatihan yang 

direncanakan tidak jadi dilaksanakan yang mana jumlah 

pelatihan/bimtek merupakan salah satu indikator penghitungan 

Indeks Profesionalitas ASN.   

3. Belum maksimalnya pendataan ASN yang telah mengikuti 

bimtek/pelatihan.  

4. Kurangnya minat ASN mengikuti beberapa jenis diklat teknis dan 

manajerial dikarenakan pola karier ASN yang belum jelas.  

5. Kurangnya informasi terkait pengembangan kompetensi aparatur. 

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di masa yang akan 

datang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengupayakan untuk:  

1. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait 

penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).  

2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pendataan 

ASN yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan.  

3. Menyusun jenis-jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan OPD dan 

sesuai dokumen Analisis Jabatan yang disusun.  
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4. Mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan baru dan pelaksanaan 

pelatihan secara e-learning sebagai inovasi di bidang pendidikan dan 

pelatihan.  

5. Mengoptimalkan penggunaan absensi online dan perhitungan kinerja 

ASN menggunakan aplikasi e-kinerja.  

2. Indeks Maturitas SPBE 

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan 

peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan 

aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) atau e-government. SPBE yaitu penyelenggaraan 

pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan 

kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, 

masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk 

mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.   

Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata 

laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang 

transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. 

Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan 

sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur 

negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil 

negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Untuk 

mengetahui keberhasilan Pemerintah dalam menerapkan SPBE, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

mengeluarkan Indeks SPBE.  

Untuk tahun 2022, Indeks e-goverment/SPBE ditargetkan 2,11. 

Penetapan target indeks e-goverment sebesar 2,11 mengacu pada target 

tahun ke 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Indeks 

e-goverment/SPBE target 2,11 terealisasi 2,36 dengan tingkat capaian 

111,84% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.  
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Realisasi indikator kinerja indeks e-goverment/SPBE tahun 2022 

diukur berdasarkan hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. Indeks SPBE 2,36 termasuk dalam prediket SPBE 

“Cukup” sesuai dengan surat keputusan KemenPANRB Nomor 108 Tahun 

2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 

2022.  

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks e-goverment/SPBE 

tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.13. 

Tabel 2.3.13   

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Indeks Maturitas SPBE 

No  Indikator 

Kinerja 

Realisasi % Capaian Kinerja Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1  Indeks 

Maturitas 

SPBE  

2,36 

 

2,18 

 

111,84 

 

110,10 

 

2,6 

 

 

Indeks Maturitas SPBE tahun 2022 tercapai 2,36 meningkat 0,18 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Realisasi 2022 tercapai 

melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya >100%. Tren 

capaian tahun 2021-2022 menunjukkan tren yang positif dengan 

peningkatan. 

Untuk tahun 2026, Indeks Maturitas SPBE ditargetkan sebesar 

2,6, artinya dari kondisi 2022 ini Kabupaten Pasaman Barat harus 

mengejar peningkatan sebesar 0,24%. Melihat target yang ditetapkan 

tahun terakhir RPJMD optimis tercapai pada tahun 2026. 
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Dalam meningkatkan penerapan SPBE, Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat telah mengupayakan untuk:  

1. Melakukan koordinasi dengan OPD untuk membuat regulasi terkait 

dengan kebijakan layanan SPBE. 

2. Pembentukan tim koordinasi SPBE Kabupaten Pasaman Barat dan 

Penguatan lembaga teknis penyelenggara teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). 

3. Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) SPBE. 

4. Pengembangan aplikasi dan  website. 

Hambatan dalam menerapkan SPBE antara lain:  

1. Belum semua layanan SPBE mempunyai regulasi kebijakan terkait 

layanan SPBE yang digunakan.  

2. Sarana dan prasarana TIK dan jaringan belum memadai. 

3. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  

4. Bertambahnya indikator baru terkait manajemen risiko dalam 

penyelenggaraan SPBE.  

5. Beberapa aplikasi belum terintegrasi. 

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerapan SPBE 

di masa yang akan datang: 

1. Meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait 

adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang layanan 

SPBEnya masing-masing.  

2. Meningkatkan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwith. 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

4. Penambahan jumlah dan peningkatakan kapasitas SDM tenaga ahli 

IT/pengelola/penyelenggara e-goverment.  

5. Meningkatkan jumlah aplikasi yang terintegrasi.  

 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021    BAB – 

II 

 

 

 

 

   

456 

 

 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai penyedia 

pelayanan publik dituntut untuk menyediakan pelayanan terbaik dan 

berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu 

indikasi terselenggaranya kepemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan 

publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang 

diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan 

masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan hal 

tersebut, meningkatnya kualitas pelayanan publik ditetapkan sebagai 

sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya penerapan reformasi 

Birokrasi. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator 

kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan 

publik.  

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman 

Barat yang diberikan langsung oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

(UKP3). Untuk tahun 2022, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada 

unit pelayanan publik ditargetkan 84,50 termasuk dalam kategori mutu 

pelayanan baik (B). Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

mengupayakan dapat memberikan pelayanan minimal “Baik” kepada 

masyarakat. Indeks pelayanan kategori “Baik” berada pada interval 76,61-

88,30. Penetapan target tahun 2022 indikator kinerja ini mengacu pada 

target RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan 

mempertimbangkan rata-rata survei kepuasan masyarakat di tahun 2021 

SASARAN STRATEGIS 1.1.3  
TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG MEMILIKI 

PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021    BAB – 

II 

 

 

 

 

   

457 

(81,67). Jika dibandingkan dengan kondisi 2021, target tahun 2022 

ditetapkan meningkat 2,83 menjadi 84,50 dengan kategori yang sama 

yaitu “Baik”.  

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan 

publik disajikan pada tabel 2.3.14. 

Tabel 2.3.14  

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.1.3  

Indikator Target Realisasi Capaian 

Indeks Kepuasan Masyarakat (%) 84,50 80,80 95,62 

 

 Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik 

target 84,50, terealisasi 80,80 dengan tingkat capaian 95,62% termasuk 

kategori sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan 

rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

dilakukan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik yang dikumpulkan oleh 

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pada 

tahun 2022, ada 8 Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan 

survei kepuasan masyarakat sebagaimana diuraikan pada tabel 2.3.15. 

Tabel 2.3.15  

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat 

Daerah 

No OPD yang Melaksanakan Survei Skor 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

85,63 

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 88,39 

3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 77,14 

4. Dinas Pendidikan 77,53 

5. Dinas Kepemudan dan Olahraga 75,76 

6. Dinas Perhubungan 75,60 
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7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

78,91 

8. Badan Pendapatan Daerah 87,47 

Rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat 80,80 

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pasaman Barat  

Nilai rata-rata survei kepuasan masyarakat 80,80 tergolong pada 

kategori mutu pelayanan publik Baik.  

Capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat 

pada unit pelayanan publik sebesar 95,62% diukur menggunakan metode 

pengukuran kriteria yang pertama.  

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan 

Masyarakat tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir 

RPJMD digambarkan pada tabel 2.3.16. 

Tabel 2.3.16  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 

No  Indikator Kinerja  Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 

2022 2021 2022  2021  2026 

1 

  

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

80,80 81,67  

  

95,62 

  

98,39  

  

86  

  

 

Realisasi indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat 

pada unit pelayanan publik tahun 2022 adalah 80,80, capaian masih di 

bawah target yang telah ditetapkan sehingga capaian indikator kinerja ini 

<100%. Realisasi di tahun 2021-2022 menunjukkan tren yang negatif 

dengan penurunan 0,87. Capaian kinerja tahun 2021-2022 juga 

menunjukkan tren yang negatif dengan penurunan 2,77%. Akan tetapi, 

jumlah OPD yang melaksanakan survei di tahun 2022 lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun 2021. 
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Untuk tahun 2026, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada 

unit pelayanan publik ditetapkan 86, termasuk pada kategori mutu 

pelayanan baik. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022, Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan upaya yang optimal untuk 

mencapai target tahun 2026. 

Dikarenakan pelayanan publik yang berkualitas merupakan suatu 

kewajiban yang harus disediakan, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat akan selalu mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan minimal baik.  

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat mengupayakan hal-hal berikut ini:  

1. Menciptakan inovasi terkait pelayanan publik.  

2. Pembinaan terpadu penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit 

kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat.  

3. Mengelola pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-

LAPOR).  

4. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan 

pelayanan publik. 

Adapun faktor penghambat meningkatnya kualitas pelayanan 

publik antara lain:  

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan 

pelayanan masih belum memadai. 

2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang masih belum 

memadai dan representatif. 

Untuk kedepannya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan 

terus berupaya mempertahankan kualitas pelayanan publik minimal 

“Baik” dengan cara:  

1. Memaksimalkan penyelesaian pengaduan yang masuk ke aplikasi 

SP4N LAPOR. 

2. Memaksimalkan anggaran untuk pengembangan sarana prasarana 

terkait pelayanan publik kepada masyarakat.  
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3. Memaksimalkan koordinasi dan pembinaan kepada unit kerja 

pelayanan publik. 

 

 

 

 

 

Untuk mewujudkan visi masyarakat yang agamais, maka misi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026 adalah 

membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, 

berbudaya, dan berdaya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas 

tidak hanya dihitung secara angka-angka dari jenjang pendidikan yang 

ditamatkan atau nilai akademis semata. Namun, keimanan dan 

ketaqwaan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai budaya 

dalam kehidupan sehari-hari tidak kalah pentingnya. Pembangunan 

sumber daya manusia dipengaruhi pembentukan masyarakat yang 

beriman, bertaqwa, dan berbudaya. Maknanya adalah mengoptimalkan 

hal-hal baik yang selama ini sudah terjadi di masyarakat Pasaman Barat. 

Sebagian besar penduduk Pasaman Barat berasal dari suku 

Minangkabau. Seperti diketahui, budaya Minangkabau memiliki falsafah 

Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Dengan kata lain, nilai-

nilai adat dan budaya Minangkabau sebenarnya sangat relevan dengan 

MISI 2 
MEMBANGUN SUMBER DAYA 

MANUSIA YANG BERIMAN DAN 
BERTAQWA, BERBUDAYA, DAN 

BERDAYA SAING 

TUJUAN 2.1  
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMAIS DAN 

BERBUDAYA, AMAN TENTRAM, DAN TANGGUH 
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visi untuk menciptakan masyarakat yang agamais. Agar masyarakat bisa 

menjalankan ajaran agamanya, maka diperlukan suatu lingkungan yang 

aman dan tentram, bebas dari ancaman kejahatan, tindakan 

diskriminatif, perlakuan yang tidak manusiawi, serta ketidakadilan. 

Lingkungan yang aman memberikan rasa tenang bagi masyarakat dalam 

menjalankan ajaran agamanya. Keamanan dan ketentraman juga 

dipengaruhi oleh ketahanan masyarakat dalam menghadapi situasi-

situasi ekstrim, seperti kondisi bencana alam, bencana non-alam, konflik 

sosial, dan bahkan perubahan iklim. Masyarakat yang tangguh ditandai 

dengan minimnya korban dan kerugian ekonomis yang ditimbulkan oleh 

kondisi-kondisi ekstrem tersebut.  

Pasaman Barat memiliki beberapa daerah rawan bencana. 

Sepanjang garis pantai Barat merupakan kawasan yang rawan terhadap 

bencana gempa dan tsunami. Sementara itu, sepanjang daerah aliran 

sungai rawan terhadap bencana banjir, dan ada sejumlah daerah yang 

rawan gerakan tanah. Resiko bencana dapat dikelola dengan pengelolaan 

sumber daya alam secara berkelanjutan, dan dapat dimitigasi dengan 

menyiapkan infrastruktur yang memadai, dan menyiapkan sumber daya 

manusia yang tangguh terhadap bencana. Pemanfaatan sumber daya 

secara berkelanjutan dilakukan dengan menerapkan pembangunan yang 

memperhatikan daya dukung daya tampung dan mematuhi pemanfaatan 

ruang yang sudah ditetapkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Selanjutnya, infrastruktur kebencanaan perlu dibenahi, mengingat 

luasnya rentang kendali wilayah. Sarana dan prasarana mitigasi bencana 

dan tanggap darurat mesti disediakan sesuai karakteristik masing-masig 

daerah.  

Demikian juga dengan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-

bencana, harus dilakukan secara terintegrasi, bukan hanya 

memperhatikan aspek fisik seperti infrastruktur dan perumahan yang 

rusak, namun juga rehabilitasi kondisi fisik, psikis, dan emosional 

korban bencana. Hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan 

masyarakat yang aman dan tentram adalah bagaimana masyarakat 
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menerapkan nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. 

Penerapan nilai-nilai adat dan budaya sangat relevan dengan tujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram, penuh toleransi 

dan gotong royong. Adat dan budaya Minangkabau, Mandahiling dan 

Jawa memiliki keistimewaan masing-masing. Jika disatukan dalam 

sebuah tatanan masyarakat yang damai dan toleran, akan menjadi 

sebuah modal sosial yang kuat dalam pembangunan. 

Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman 

Tentram, dan Tangguh menjadi tujuan pertama dalam Membangun 

sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan 

berdaya saing yang di ukur dengan indikator Angka Kriminalitas (per 

10.000 penduduk). Untuk tahun 2022, Angka Kriminalitas ditargetkan 

12. Penetapan target tahun 2022 indikator kinerja ini mengacu pada 

target RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan 

mempertimbangkan realisasi di tahun 2021 (13,72). Jika dibandingkan 

dengan kondisi 2021, target tahun 2022 ditetapkan menurun 1,72 

menjadi 12. 

Realisasi angka kriminalitas tahun 2022 tidak dapat dihitung 

karena tidak ada data, sehingga realisasi dan capaian kinerja yang 

digunakan adalah realisasi dan capaian kinerja tahun 2021. 

Pencapaian tujuan Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan 

Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh disajikan pada tabel 2.3.17. 

Tabel 2.3.17  

Capaian indikator kinerja Tujuan 2.1 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Angka Kriminalitas  

(per 10.000 penduduk) 
12 

13,72 

(2021) 
85,66 

 

Menurunnya Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk) target 12, 

terealisir 13,72 dengan tingkat capaian 85,66% termasuk kategori sangat 

baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumalah tindak 
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kriminal dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Berikut 

data jumlah tindak kriminal dan jumlah penduduk Pasaman Barat tahun 

2020 dan 2021 sebagaimana diuraikan pada tabel 2.3.18. 

Tabel 2.3.18 

Data Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penduduk 

No Tahun Jumlah 

Kriminal 

Jumlah 

Penduduk 

Angka 

Kriminalitas 

1 2020 632 453.000 13,95 

2 2021 599 436.298 13,72 

3 2022 599 436.298 13,72 

Sumber data: Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat  

Rumus : 

 

Dilihat dari realisasi indikator kinerja di atas dapat diketahui 

bahwa pencapaian tujuan pertama misi 2 belum tercapai dengan 

maksimal. Hal ini dikarenakan oleh:    

1. Tidak tercapainya target indikator kinerja persentase penurunan 

angka kriminalitas. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 angka 

kriminalitas tertinggi disebabkan oleh pencurian dan curanmor.  

2. Kegiatan yang berhubungan dengan penurunan angka kriminalitas di 

Pasaman Barat ada beberapa kegiatan yaitu perumusan kebijakan 

teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, 

sosial dan budaya, perumusan kebijakan teknis pelaksanaan 

pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. 

Akan tetapi seluruh kegiatan tersebut hanya dilaksanakan sekali 

dikarenakan kekurangan biaya untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut. 

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari angka kriminalitas yang 

terjadi di Pasaman Barat yang menimbulkan ketidaknyamanan di tengah 
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masyarakat selama tahun 2022. Sumber data diperoleh dari Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat.  

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja angka 

kriminalitas tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir 

RPJMD digambarkan pada tabel 2.3.19. 

Tabel 2.3.19  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk) 

No  Indikator Kinerja Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1 

  

Angka Kriminalitas (per 

10.000 penduduk) 

13,72 13,72 94,46 94,46 8 

 

Angka kriminalitas di tengah masyarakat diharapkan menurun 

dari tahun ke tahun. Realisasi indikator kinerja ini tahun 2022 adalah 

13,72, capaian masih di bawah target yang telah ditetapkan sehingga 

capaian indikator kinerja ini <100%. 

Untuk tahun 2026, Angka Kriminalitas ditetapkan 8. Jika dilihat 

dari realisasi tahun 2022, target tahun 2026 optimis dapat tercapai 

dikarenakan menjadi tujuan untuk meningkatkan kondisi keamanan dan 

ketentraman di Pasaman Barat dari kemungkinan terjadinya kriminalitas.  

Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut adalah:  

1. Adanya peranan aparat kepolisian, pemerintah, penegak hukum 

dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten 

Pasaman Barat.  

2. Adanya sosialisasi ke masyarakat khususnya kalangan pelajar dan 

generasi muda dalam rangka pencegahan terjadinya kriminalitas dan 

pencegahan penyalahgunaan minuman keras dan narkoba di 

Kabupaten Pasaman Barat.   
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3. Terjalinnya koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka 

pencegahan dan pemberantasan kriminalitas.  

Faktor penghambat dalam menurunkan angka kriminalitas di 

Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:  

1. Minimnya alokasi anggaran untuk mensosialisasikan kepada 

masyarakat tentang pencegahan terjadinya kriminalitas dan bahaya 

penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. 

2. Angka kriminalitas tertinggi yang terjadi yaitu pencurian. 

3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkotika 

dan obat-obat terlarang. 

4. Regulasi yang ada saat ini belum menimbulkan efek jera bagi 

masyarakat untuk beberapa kasus kriminalitas yang terjadi di 

Sumbar. 

5. Adanya kemajuan teknologi yang membawa pengaruh negatif dari luar 

yang tidak sesuai dengan budaya lokal. 

Adapun solusi atau upaya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik untuk menurunkan angka kriminalitas antara lain:  

1. Membentuk forum-forum yang berperan mengantisipasi setiap 

permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di masyarakat, 

seperti:  

a. Forum  Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat 

(Forkopimda). 

b. Membentuk Forum Peningkatan Efektifitas Penanganan 

Gangguan Keamanan (Timdu). 

c. Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). 

d. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 

e. Melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan minuman 

keras.  

2. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi dengan instansi terkait 

dalam rangka melakukan pencegahan terkait kasus kriminalitas.  
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3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tentang nilai-nilai wawasan 

kebangsaan kepada pelajar, berbagai etnis dan pagayuban yang ada 

di Kabupaten Pasaman Barat.  

4. Koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim 

ulama, tokoh agama dan tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini 

dan pencegahan berbagai permasalahan yang mengganggu 

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

 

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais 

dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh telah ditetapkan 3 sasaran 

strategis. Hal ini sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Evaluasi dan 

analisis terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

 

 

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya dihitung 

secara angka-angka dari jenjang pendidikan yang ditamatkan atau nilai 

akademis semata. Namun, keimanan dan ketaqwaan dan kemampuan 

mengimplementasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari 

tidak kalah pentingnya. Pembangunan sumber daya manusia dipengaruhi 

pembentukan masyarakat yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya. 

Maknanya adalah mengoptimalkan hal-hal baik yang selama ini sudah 

terjadi di masyarakat Pasaman Barat.  

SASARAN STRATEGIS 2.1.1  
MASYARAKAT YANG AGAMAIS DAN BERBUDAYA 
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Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten yang kaya akan 

budaya yang harus dilestarikan. Kekayaan budaya Pasaman Barat 

meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, 

dan warisan budaya lainnya. Pelestarian budaya merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan untuk Pembangunan kebudayaan. Selain upaya 

pelestarian, pelaksanaan gelar seni budaya, pemberdayaan, 

pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan 

masyarakat juga harus dilakukan untuk pembangunan kebudayaan.  

Sebagian besar penduduk Pasaman Barat berasal dari suku 

Minangkabau. Seperti diketahui, budaya Minangkabau memiliki falsafah 

Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Dengan kata lain, nilai-

nilai adat dan budaya Minangkabau sebenarnya sangat relevan dengan 

menetapkan Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya sebagai sasaran 

strategis pertama dalam mencapai tujuan Mewujudkan Masyarakat Yang 

Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh yang diukur 

dengan Persentase Capaian PASBAR Mengaji dan Jumlah Adat, seni dan 

budaya yang dilestarikan. Pencapaian indikator sasaran Masyarakat Yang 

Agamais dan berbudaya disajikan pada tabel 2.3.20. 

Tabel 2.3.20  

Realisasi indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Persentase Capaian PASBAR Mengaji 50 NA 0% 

Jumlah Adat, seni dan budaya yang 

dilestarikan 

5 6 120% 

Rata-Rata Capaian 60% 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis Masyarakat 

Yang Agamais dan berbudaya adalah sebesar 60% termasuk kategori 

cukup. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 

meningkatnya birokrasi yang bersih dan efesien adalah sebagai berikut:  
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1. Persentase Capaian PASBAR Mengaji 

Pasbar Mengaji merupakan manifestasi pengamalan filsafat adaik 

basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Gerakan Pasbar Mengaji 

ditujukan untuk meningkatkan nilai-nilai agamais ditengah-tengah 

masyarakat, sehingga akan terbangun kerukunan dan harmonisasi antar 

umat beragama serta pembangunan karakter masyarakat berakhlakul 

karimah.  

Untuk tahun 2022, Persentase Capaian PASBAR Mengaji 

ditargetkan 50%. Penetapan target Persentase Capaian PASBAR Mengaji 

sebesar 50% mengacu pada target tahun ke 1 RPJMD Kabupaten 

Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Jika dibandingkan dengan realisasi 

Persentase Capaian PASBAR Mengaji di tahun 2021 (NA), target tahun 

2022 ditetapkan meningkat sebesar 50%.   

Persentase Capaian PASBAR Mengaji target 50, terealisasi NA 

dengan tingkat capaian 0% termasuk kategori keberhasilan Sangat 

Rendah. Hal ini dikarenakan indikator kinerja Persentase Capaian 

PASBAR Mengaji belum dapat diukur. 

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Capaian 

PASBAR Mengaji tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun 

terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.3.21. 

Tabel 2.3.21   

Perbandingan Realisasi Tahun 2020-2021 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Rata-rata Lama Sekolah  

No  Indikator 

Kinerja 

Realisasi % Capaian Kinerja Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1 Persentase 

Capaian 

PASBAR 

Mengaji  

NA 

 

NA 

 

0% 

 

0% 

 

90 
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Realisasi indikator kinerja Persentase Capaian PASBAR Mengaji di 

tahun 2022 adalah NA. Untuk tahun 2026, Persentase Capaian PASBAR 

Mengaji ditargetkan 90. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat akan mengkaji kembali penetapan target 

tahun 2026. 

Upaya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mempercepat 

tercapainya Persentase Capaian PASBAR Mengaji, yakni: 

1. Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT. 

2. Membangun sarana peribadatan yang mampu menunjang 

peningkatan ibadah menuju ketaqwaan kepada Allah SWT. 

3. Membangun sarana tempat belajar membaca Al-Quran (Pondok Al-

Quran). 

4. Pelaksanaan Program Unggulan “Pasbar Mengaji” tidak hanya 

bertujuan untuk meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur’an, namun 

menjadikan Al-Qur’an sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Berikut beberapa target pelaksanaan Program Unggulan “Pasbar 

Mengaji”: 

1. Terbentuknya pondok Al-Quran 1 per nagari. 

2. Terbangunnya 1 (satu) unit Rumah Tahfdiz milik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pasaman Barat. 

3. Munculnya rumah-rumah Tahfidz di seluruh daerah di Kabupaten 

Pasaman Barat. 

4. Tersedianya regulasi dan pengaturan program Maghrib Mengaji di 

Kabupaten Pasaman Barat. 

5. Tersedianya sarana peribadatan dengan fasilitas yang memadai dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang diskusi di berbagai 

bidang. 

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan program “Pasbar 

Mengaji” adalah daerah tidak memiliki kewenangan dalam urusan 

keagamaan, sehingga daerah tidak memiliki satu organisasi perangkat 
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daerah yang secara teknis melaksanakan urusan keagamaan. Oleh 

karena itu, pelaksanaan Program Unggulan “Pasbar Mengaji” dilakukan 

dengan memperkuat peran dan fungsi kecamatan sebagai pelaksana 

urusan kewilayahan dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan 

tugas dan fungsi serta kewenangan nagari.  

Untuk tercapainya target-target tersebut di atas, strategi yang 

dapat dilakukan adalah: 

1. Tersedianya tenaga da’i yang memiliki tugas dan fungsi serta 

tanggungjawab yang jelas hingga tingkat kejorongan. 

2. Penyediaan regulasi tentang Pondok Al-Quran dan Rumah Tahfidz, 

serta program Maghrib Mengaji di Kabupaten Pasaman Barat. 

3. Peningkatan melek Al-Qur’an bagi siswa sekolah dasar, dengan 

memberdayakan TPA/TPQ/MDA dan meningkatkan kesejahteraan 

guru mengaji. 

4. Menyediakan reward system untuk lembaga Rumah Tahfidz dan 

Pondok Al-Quran serta masyarakat yang berprestasi dan berkontribusi 

terhadap tercapainya program “Pasbar Mengaji”. 

5. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program 

“Pasbar Mengaji. 

6. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama, lembaga 

keagamaan, dan lembaga adat dalam rangka percepatan pencapaian 

tujuan pelaksanaan Program Unggulan Pasbar Mengaji. 

7. Pembangunan Islamic Center di Ibukota Kabupaten. 

8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk 

membayar zakat. 

9. Integrasi program Pasbar Mengaji pada kurikulum muatan lokal di 

satuan pendidikan. 

 

2. Adat, seni dan budaya yang dilestarikan 

Kabupaten Pasaman Barat memiliki masyarakat yang heterogen, 

terdiri dari 3 (tiga) suku besar yakni Minangkabau, Mandahiling dan 
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Jawa. Demikian juga dengan keyakinan, sebagian besar masyarakat 

beragama islam dan sebagian lagi menganut agama kristiani. 

Pembinaan terhadap lembaga adat, seni dan budaya pada Dinas 

Pendidikan berkolaborasi dengan pemangku adat karena tidak terlepas 

dari Falsafah budaya Minang dalam Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi 

Kitabullah merupakan salah satu filosofi hidup yang dipegang dalam 

masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Islam sebagai landasan 

utama dalam tata pola prilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata 

lain, Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah merupakan kerangka 

kehidupan sosial baik horizontal-vertikal maupun horizontal-horizontal. 

Bila budaya Mandahiling dan Jawa dengan falsafah budayanya 

secara umum terdapat penekanan pada siklus dan konsep ini dijalankan 

bersamaan dengan konsep kerohanian sesuai dengan kitab-Nya maka 

Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah dalam masyarakat 

Minangkabau merupakan perpaduan yang hampir serupa dalam norma 

dan etika masyarakat dalam masuknya agama Islam. 

Memang tidak mudah untuk menentukan ukuran tercapainya 

masyarakat yang agamais dan berbudaya. Namun ada beberapa indikator 

yang terdapat mencerminkan tercapainya tujuan tersebut. Misalnya 

adalah masyarakat melalui lembaga-lembaga adat, seni dan budaya yang 

di bina oleh Pemerintah Daerah bisa dengan melestarikan budaya adat 

minang, mandahiling dan jawa kepada event-event sekolah dan 

pemerintah. Adapun indikator yang disusun untuk mengukur penilaian 

kinerja adalah Jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif 

mengembangkan seni dan budaya berbasis SBS-SBK dibagi dengan 

jumlah lembaga seni dan budaya yang ada. 

Indikator kinerja Adat, seni dan budaya yang dilestarikan dengan 

target 5, terealisasi 6 dengan tingkat capaian 120% termasuk kategori 

memuaskan. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah 

lembaga seni dan budaya yang aktif mengembangkan seni dan budaya 

berbasis SBS-SBK dibagi dengan jumlah lembaga seni dan budaya yang 

ada di Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2022, ada 6 bantuan alat 
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kesenian yang diserahkan kepada masyarakat mewakili dari adat,seni dan 

budaya Minangkabau, Mandahiling dan Jawa. 

Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan tahun 

2021 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.3.22. 

Tabel 2.3.22 

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Adat, seni dan budaya yang di lestarikan 

No  Indikator Kinerja  Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1 

  

Adat, seni dan budaya 

yang di lestarikan 

6 3 120 

  

100 12  

  

 

Realisasi indikator kinerja tahun 2022 Adat, seni dan budaya yang 

di lestarikan adalah 6 melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian 

kinerja indikator ini tercapai 120%. Jika dibandingkan dengan tahun 

2021, terjadi peningkatan Adat, seni dan budaya yang di lestarikan 

sebanyak 3 di tahun 2022. Untuk capaian kinerja tahun 2021-2022 

menunjukkan tren positif. 

Untuk tahun 2026, jumlah adat, seni dan budaya yang di 

lestarikan ditargetkan menjadi 12 atau meningkat 6 dibandingkan kondisi 

di tahun 2022. Realisasi tahun 2022 menunjukkan pencapaian 50% 

dibandingkan dengan target tahun 2026. Dengan memperhatikan jumlah 

adat, seni dan budaya yang masih belum dilestarikan di tahun 2022, 

target tahun 2026 optimis dapat dicapai. 

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja (faktor pendukung/faktor penghambat) serta alternatif solusi yang 

telah dilakukan diantaranya pemerintah daerah menyusun strategi untuk 

mengintegrasikan nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat 

melalui pendidikan adat dan budaya secara umum dan melalui muatan 
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lokal di satuan pendidikan serta pembinaan lembaga adat, seni dan 

budaya melalui dana aspirasi masyarakat. Sedangakan sumberdaya 

untuk mendukung pencapaian kinerja sangatlah terbatas, disebabkan di 

urusan kebudayaan pamong budaya hanya terdiri dari 3 orang saja. 

 

 

 

 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Masyarakat 

yang rukun dan berkeadilan sebagai sasaran kedua yang harus dicapai 

untuk mewujudkan tujuan Mewujudkan masyarakat yang agamais dan 

berbudaya, aman tentram, dan tangguh. Untuk melihat apakah 

Masyarakat yang rukun dan berkeadilan sudah diterapkan di Kabupaten 

Pasaman Barat, digunakan empat indikator yang dijadikan alat ukur yaitu 

Indeks pembangunan gender, Predikat kabupaten peduli HAM, Indeks 

pemberdayaan gender dan Predikat kabupaten layak anak. 

 Pencapaian sasaran strategis Masyarakat yang rukun dan 

berkeadilan disajikan pada table 2.3.23. 

Tabel 2.3.23 

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.2 

Indikator Target Realisasi Capaian 

% 

Indeks Pembangunan 

Gender 

90,71 90,17 99,40 

Predikat Kabupaten 

Peduli HAM 

Sangat Peduli 

(SP) 

Sangat Peduli 

(SP) 

100 

SASARAN STRATEGIS 2.1.2  
MASYARAKAT YANG RUKUN DAN BERKEADILAN 
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Indeks Pemberdayaan 

Gender 

63,25 60,38 95,46 

Predikat Kabupaten 

Layak Anak 

Madya 

(650) 

Madya 

(709) 

109,07 

Rata–rata Capaian 100,98 

 

 Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis Masyarakat 

yang rukun dan berkeadilan adalah sebesar 100,98% termasuk kategori 

keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja 

sasaran strategis Masyarakat yang rukun dan berkeadilan adalah sebagai 

berikut: 

1. Indeks Pembangunan Gender 

Salah satu sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 

2021-2026 adalah terwujudnya masyarakat yang rukun dan berkeadilan. 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indikator yang 

menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan dilihat dari 

kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi 

pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama 

sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta 

dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. 

Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian 

pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Namun, kita 

perlu perhatikan level pencapaian IPM laki-laki dan perempuan di suatu 

wilayah yaitu apakah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. 

 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dihitung dengan menggunakan 

rumus: 
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 Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin 

setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun 

semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar 

perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 

100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 

menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. 

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 

2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.24. 

Tabel 2.3.24 

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Indeks Pembangunan Gender 

No Indikator Kinerja Realisasi Capaian % Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1 

  

Indeks Pembangunan 

Gender  

90,17 

 

90,26 99,40 99,87 92 

 

 

Realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender di tahun 2022 

adalah 90,17, tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian 

kinerjanya <100%. 

Untuk tahun 2026, Indeks Pembangunan Gender ditargetkan 92 

atau meningkat 1,3 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. 

Realisasi tahun 2022 sebanyak 90,17 menunjukkan pencapaian sebesar 

98,01% dari target 2026. Dengan mempertimbangkan capaian di tahun 

2022, target 2026 optimis dapat dicapai.  

 Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 

2022 dengan Standar Nasional digambarkan pada tabel 2.3.25. 
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Tabel 2.3.25 

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Standar Nasional Indikator 

Kinerja Indeks Pembangunan Gender 

No Indikator Kinerja Target 

Nasional 

Realisasi 

Tahun 2022 

Capaian 

% 

1 

  

Indeks Pembangunan 

Gender  

91,39 

 

90,17 98,66 

 

 

 Realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender di tahun 2022 

adalah 90,17 menunjukkan pencapaian 98,66% dari Target Nasional yaitu 

sebesar 91,39. Dengan mempertimbangkan pencapaian ini, Target 

Nasional optimis dapat dicapai pada tahun berikutnya. 

2. Predikat Kabupaten Peduli HAM 

 Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi kriteria Kabupaten/Kota 

Peduli HAM dan menyampaikan Laporan pelaksanaan Kabupaten/Kota 

Peduli HAM sesuai dengan prosedur yang dijelaskan didalam 

Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 dan Petunjuk Pelaksanaan dan 

Petunjuk Teknis. 

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM mengacu pada aspek Hak 

Asasi Manusia yang meliputi: 

a. Hak Sipil dan Politik meliputi: 

1) Hak atas bantuan hukum. 

2) Hak atas informasi. 

3) Hak turut serta dalam pemerintahan. 

4) Hak atas keberagaman dan pluraslisme, dan  

5) Hak atas kependudukan. 

b. Hak ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi: 

1) Hak atas kesehatan. 

2) Ha katas pendidikan. 

3) Hak atas pekerjaan. 
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4) Hak atas lingkungan yang basic dan sehat serta ha katas 

perumahan yang layak, dan 

5) Hak perempuan dan anak. 

 Indikator kabupaten peduli HAM diukur berdasarkan indikator 

struktur, proses dan hasil. 

a. Indikator struktur 

  Indikator struktur menggambarkan indikator yang terkait 

dengan keberadaan Peraturan Perundang-undangan yang menjamin 

pelaksanaan Hak Asasi Manusia. 

Dalam konteks Kabupaten/Kota Peduli HAM, indikator struktur 

tergambar dari adanya produk hukum daerah dalam bentuk 

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun peraturan/kebijakan 

daerah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Indikator proses 

  Indikator proses merupakan perwujudan dari indikator 

struktur, yaitu upaya lebih teknis terkait pelaksanaan HAM, seperti 

program, kegiatan, aksi, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, 

maupun intervensi lainnya. 

c. Indikator hasil 

  Indikator hasil menggambarkan dampak dari setiap 

intervensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah (baik yang termasuk 

indicator struktur maupun proses) untuk memastikan agar intervensi 

tersebut benar-benar memberikan pengaruh atau perubahan bagi 

pemajuan HAM di masyarakat. Capaian indikator hasil dapat dilihat 

dalam jangka menengah dan panjang. 

Perbandingan realisasi indikator kinerja Predikat Kabupaten 

Peduli HAM tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir 

RPJMD digambarkan pada tabel 2.3.26. 
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Tabel 2.3.26 

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM 

No  Indikator 

Kinerja  

Realisasi  % Capaian Kinerja  Target  

2022 2021 2022 2021 2026 

1  Predikat 

Kabupaten 

Peduli HAM 

Sangat 

Peduli 

(SP) 

 

Sangat 

Peduli 

(SP) 

 

100 100 Sangat 

Peduli 

(SP) 

 

 

Realisasi indikator kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM 

Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah Sangat Peduli (SP). 

Predikat ini sudah diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Capaian indikator kinerja 

Predikat Kabupaten Peduli HAM tahun 2021-2022 menunjukkan nilai 

yang sama yaitu 100% yang berarti realisasi tercapai sesuai dengan yang 

ditargetkan. 

Untuk tahun 2026, ditargetkan tetap mempertahankan predikat 

Sangat Peduli (SP).  Dengan mempertimbangkan realisasi dari tahun 

2021-2022 dan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam 

mempertahankan predikat ini, target tahun 2026 optimis dapat dicapai 

dengan strategi yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2022. 

 Perbandingan realisasi kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM 

tahun 2022 dengan Standar Nasional digambarkan pada tabel 2.3.27. 
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Tabel 2.3.27 

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Standar Nasional Indikator 

Kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM 

No Indikator Kinerja Target 

Nasional 

Realisasi 

Tahun 2022 

Capaian 

% 

1 

  

Predikat Kabupaten 

Peduli HAM  

Sangat Peduli 

(SP) 

Sangat Peduli 

(SP) 

100 

 

 Realisasi kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM di tahun 2022 

adalah Sangat Peduli (SP) menunjukkan pencapaian 100% dari Target 

Nasional yaitu Sangat Peduli (SP). Ini merupakan suatu pencapaian yang 

memuaskan, dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

dapat mempertahankan predikat ini pada tahun berikutnya. 

Perolehan predikat Sangat Peduli (SP) tidak lepas dari upaya yang 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah dan semua OPD terkait di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat untuk mempertahankan predikat Sangat 

Peduli (SP) tahun 2022. Adapun upaya yang dilakukan yaitu memenuhi 

semua data pendukung yang diperlukan pada setiap indikator penilaian 

Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilengkapi dengan tanda tangan 

Kepala OPD/Sekretaris Daerah dan Cap/Stempel Basah, serta menjamin 

terlaksananya kegiatan-kegiatan pada OPD terkait dengan pelaksanaan 

indikator penilaian kabupaten/kota peduli HAM. Karena ukuran 

keberhasilan Kabupaten/Kota Peduli HAM yaitu apabila terpenuhinya 

data pendukung setiap indikator yang akan dinilai. 

Adapun faktor penghambat untuk mempertahankan predikat 

Sangat Peduli (SP) adalah tidak terlaksananya kegiatan yang menjadi 

penilaian kabupaten/kota peduli HAM oleh OPD terkait dan kurangnya 

pemahanan OPD akan pentingnya penyajian data dukung penilaian 

Kabupaten/Kota Peduli HAM serta keterlambatan OPD dalam 

penyampaian data penilaian tersebut. 
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3. Indeks Pemberdayaan Gender 

  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana 

peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif 

perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi 

berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta 

penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. 

Tabel 2.3.28 

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender 

Dimensi Indikator 

Keterwakilan di 

Parlemen 

Proporsi keterwakilan di Parlemen laki-laki dan 

perempuan 

Pengambilan Keputusan Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja 

profesional dan teknisi, laki-laki dan perempuan 

Distribusi Pendapatan Upah buruh non pertanian, laki-laki dan perempuan 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

  IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk 

dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, 

perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan 

perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian 

kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian 

kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, 

pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan 

gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan 

dan ekonomi. 

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pemberdayaan Gender 

tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.29. 
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Tabel 2.3.29 

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender 

No Indikator Kinerja Realisasi Capaian % Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1 

  

Indeks Pemberdayaan 

Gender  

60,38 

 

60,16 95.46 96,92 68 

 

 

Realisasi kinerja Indeks Pemberdayaan Gender di tahun 2022 

adalah 60,38 dengan capaian kinerjanya 95,46%. Tren realisasi dari 

2021-2022 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,22 

di tahun 2022. 

Untuk tahun 2026, Indeks Pemberdayaan Gender ditargetkan 68 

atau meningkat 7,62 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. 

Realisasi tahun 2022 sebanyak 60,38 menunjukkan pencapaian sebesar 

88,79% dari target 2026. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, 

diperlukan usaha yang lebih agar target 2026 dapat dicapai.  

 Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 

2022 dengan Standar Nasional digambarkan pada tabel 2.3.30. 

Tabel 2.3.30 

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Standar Nasional Indikator 

Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender 

No Indikator Kinerja Target 

Nasional 

Realisasi 

Tahun 2021 

Capaian 

% 

1 

  

Indeks Pemberdayaan 

Gender 

74,18 60,38 81,39 

 

 Realisasi kinerja Indeks Pemberdayaan Gender di tahun 2022 

adalah 60,38 menunjukkan pencapaian 81,39% dari Target Nasional yaitu 

sebesar 74,18. Dengan mempertimbangkan pencapaian ini, dibutuhkan 
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usaha yang lebih agar Target Nasional dapat dicapai pada tahun 

berikutnya. 

 Perolehan Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan Indeks 

Pemberdayaan Gender di tahun 2022 tidak lepas dari upaya yang 

dilakukan semua OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat. Adapun upaya yang dilakukan yaitu: 

a. Peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi dan pengajaran.  

Kesadaran bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan 

kompetensi yang sama dengan laki-laki. 

b. Pemberian keterampilan, untuk peningkatan kesejahteraan melalaui 

pelatihan-pelatihan. 

c. Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang  meningkatkan 

keterlibatan perempuan dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan 

bidang lainnya. 

4. Predikat Kabupaten Layak Anak 

 Salah satu sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 

2021-2026 adalah terwujudnya masyarakat yang rukun dan berkualitas 

dengan salah satu indikator kinerja yaitu Predikat Kabupaten Layak 

Anak. Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten yang mempunyai 

sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian 

komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, 

yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, 

program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan 

perlindungan anak. 

 Kabupaten Layak Anak idealnya harus memenuhi semua indikator 

yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan 

klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan 

indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan 

kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yang dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 2.3.31 

Indikator Kabupaten Layak Anak 

 

No Indikator Ukuran 

Kelembagaan 

1 Jumlah peraturan perundang-
undangan dan kebijakan 
Pemenuhan Hak dan Perlindungan 
Anak (PHPA) 

Ada dan diimplementasikan 

2 Persentase Anggaran PHPA  Meningkat setiap tahun 

3 SDM terlatih Konvensi Hak Anak 

(KHA) 

Meningkat setiap tahun, terutama 

tenaga layanan di bidang 
pendidikan, kesehatan, sosial, dan 
penegak hukum 

4 Keterlibatan lembaga masyarakat 
dan media massa dalam PHPA 

Ada dan meningkat setiap tahun 

5 Keterlibatan dunia usaha dalam 
PHPA 

Ada dan meningkat setiap tahun 

6 Jumlah kegiatan inovatif Meningkat setiap tahun 

Klaster I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 

7 Persentase anak yang diregistrasi 
dan mendapatkan Kutipan Akta 
Kelahiran 

Semua anak 100% 

8 Tersedia fasilitas informasi layak 
anak 

Tersedia, dapat diakses oleh semua 
anak, dan jumlah fasilitas meningkat 
setiap tahun 

9 Persentase Forum Anak, termasuk 
Kelompok Anak, yang ada di 
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan 

Meningkat setiap tahun, dan harus 
ada Forum Anak Kabupaten/Kota 

10 Jumlah kegiatan peningkatan 
kapasitas Forum Anak, terutama 
kegiatan pertisipasi anak dalam 
perencanaan pembangunan 

Minimal 1 kegiatan per bulan, dan 
meningkat setiap tahun 

KLASTER 2: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ANAK 

11 Persentasi usia perkawinan 
pertama di atas 18 tahun 

Di bawah angka rata-rata nasional, 
dan menurun setiap tahun 

12 Tersedia lembaga konsultasi bagi 

orang tua/keluarga yang 
menyediakan layanan pengasuhan 
dan perawatan anak 

Tersedia, dapat diakses oleh semua 

anak, dan jumlahnya meningkat 
setiap tahun 

13 Tersedia Program Pengasuhan 
Berkelanjutan 

Tersedia, dan dimanfaatkan oleh 
semua anak di dalam dan di luar 
asuhan keluarga 
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KLASTER 3: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 

14 Angka Kematian Bayi Di bawah angka rata-rata nasional, 
dan menurun setiap tahun 

15 Prevalensi kekurangan gizi buruk, 
gizi kurang, stunting dan gizi lebih 
pada balita 

Di bawah angka rata-rata nasional, 
dan menurun setiap tahun 

16 Persentase Air Susu Ibu (ASI) 
eksklusif 

Di atas angka rata-rata nasional, dan 
meningkat setiap tahun 

17 Persentase Imunisasi dasar 
lengkap 

Di atas angka rata-rata nasional, dan 
meningkat setiap tahun 

18 Pelayanan Ramah Anak di 
Puskesmas (PRAP) 

Jumlah Puskesmas dengan 
Pelayanan Ramah Anak, meningkat 
setiap tahun 

19 Jumlah lembaga yang memberikan 
pelayanan Kespro Remaja, 
Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, 
Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, 
dan Disabilitas  

Tersedia, dan meningkat setiap 
tahun 

20 Jumlah anak dari keluarga miskin 
yang memperoleh akses 
peningkatan kesejahteraan 

Di atas angka rata-rata nasional, dan 
meningkat setiap tahun 

21 Persentase rumah tangga dengan 
akses air bersih 

Di atas angka rata-rata nasional, dan 
meningkat setiap tahun 

22 Kawasan Tanpa Rokok Tersedia, dan meningkat seiap tahun 

KLASTER 4: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN 
KEGIATAN BUDAYA 

23 Pengembangan Anak Usia Dini 
Holistik dan Integratif (PAUDHI) 

Ada PAUD-HI, dan meningkat tiap 
tahun Minimal 1 desa/kelurahan 1 
Pendidikan Anak (PAUD) Angka 
partisipasi PAUD di atas rata-rata 
nasional, dan meningkat setiap 
tahun 

24 Persentase Wajib Belajar 
Pendidikan 12 Tahun 

100 % 

25 Persentase Sekolah Ramah Anak 
(SRA) 

Minimal 1 SRA di setiap jenjang 
pendidikan, dan meningkat setiap 
tahun 

26 Jumlah sekolah yang memiliki 
program, sarana dan prasarana 
perjalanan anak ke dan dari 
sekolah 

Ada rute aman dan selamat ke/dari 
sekolah (RASS), dan meningkat 
setiap tahun 

27 Tersedia fasilitas untuk kegiatan 
kreatif dan rekreatif yang ramah 
anak, di luar sekolah, yang dapat 
diakses semua anak 
 
 

Tersedia Ruang Kreatifitas Anak, dan 
dapat diakses/dimanfaatkan oleh 
semua anak 
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Perbandingan realisasi indikator kinerja Predikat Kabupaten Layak 

Anak tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.32. 

Tabel 2.3.32 

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak 

No  Indikator 

Kinerja  

Realisasi  % Capaian Kinerja  Target  

2022 2021 2022 2021 2026 

1  Predikat 

Kabupaten 

Layak Anak 

Madya 

(709) 

 

Madya 

(620) 

 

109,07 100 Utama 

(820) 

 

 

Realisasi indikator kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak 

Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah Madya (720), melebihi 

dengan target yang telah ditetapkan sehingga pencapaiannya >100%. 

 Untuk tahun 2026, Predikat Kabupaten Layak Anak ditargetkan 

menjadi Utama (820). Dengan mempertimbangkan tren peningkatan 

realisasi dan capaian dari tahun 2021-2022 dan komitmen Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat dalam mempertahankan predikat ini, target 

tahun 2026 optimis dapat dicapai. 

 Perbandingan realisasi kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak 

tahun 2022 dengan Standar Nasional digambarkan pada tabel 2.3.33. 

KLASTER 5: PERLINDUNGAN KHUSUS 

28 Persentase anak yang mendapat 
layanan dalam kategori 
perlindungan khusus 

100% 

29 Jumlah Proses Diversi yang 
Diupayakan bagi Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum 

Jumlah penyelesaian kasus dengan 
pendekatan keadilan restoratif, dan 
meningkat setiap tahun 

30 Adanya mekanisme 
penanggulangan bencana yang 
memperhatikan kepentingan anak 

Tesedia, dan berfungsi 

31 Persentase anak yang dibebaskan 
dari bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk anak 

100 % 
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Tabel 2.3.33 

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Standar Nasional Indikator 

Kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak 

No Indikator Kinerja Target 

Nasional 

Realisasi 

Tahun 2021 

Capaian 

% 

1 

  

Predikat Kabupaten 

Layak Anak  

KLA Madya 

(709) 

50 

 

 Realisasi kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak di tahun 2022 

adalah Madya (709) menunjukkan pencapaian 50% dari Target Nasional. 

Ini merupakan pencapaian yang belum memuaskan, dan diharapkan 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat meningkatkankan upaya 

guna mencapai predikat sesuai target nasional. 

 Perolehan Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2022 yang 

mendapat predikat Madya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak 

dengan total nilai 709 dengan predikat yang sama dengan tahun 

sebelumnya, hal ini dapat tercapai karena: 

a. Kolaborasi antara tim gusus tugas yang diketuai BAPPELITBANGDA 

sangat berperan dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak.  

b. Tenaga pemberi layanan di Kabupaten Pasaman Barat (Pemberi 

layanan kesehatan, guru, petugas layanan publik lainnya) sudah 

terlatih Konvensi Hak Anak sehingga semua petugas pemberi layanan 

paham tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.  

c. Forum Anak Daerah Kabupaten Pasaman Barat sudah sangat 

berperan dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak karena sudah 

sangat memahami tugasnya dalam menjadi agen Pelopor dan Pelapor 

dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. 

d. Peran masyarakat dan lembaga dalam pencapaian target kabupaten 

layak anak  (P2TP2A, Puspaga, LKSA, dll). 

e. Sejak Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat sudah terbentuk 

Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) guna 
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meningkatkan peran serta dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak 

anak dan perlindungan anak di Kabupaten Pasaman Barat. 

f. Ketersediaan ruang bermain (indoor/outdoor) serta infrastruktur 

layak anak. 

g. Tersedianya sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan 

pencapaian Kabupaten Layak Anak yakni tim gugus tugas Kabupaten 

Layak Anak mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari, 

tenaga pemberi layanan pemerintah yang terlatih Konvensi Hak Anak 

(KHA), Forum Anak, masyarakat dan dunia usaha. 

 

 

 

Kabupaten Pasaman Barat termasuk salah satu wilayah yang 

memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Sumatera Barat. Hal ini 

dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Pasaman Barat yang 

terletak di hadapan jalur pertemuan dua lempeng bumi dan juga segmen 

patahan bumi. Adapun bencana yang menjadi tanggungjawab intervensi 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah cuaca ekstrim, kekeringan, 

tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tsunami, 

banjir dan gempa bumi. Bencana yang terjadi akan berdampak kerusakan 

di semua bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.  

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

menetapkan sasaran strategis masyarakat yang tangguh menghadapi 

bencana. 

Dalam hal penanggulangan bencana, sasaran yang ditetapkan 

termasuk tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat merupakan 

tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu 

SASARAN STRATEGIS 2.1.3  
MASYARAKAT YANG TANGGUH MENGHADAPI 

BENCANA 
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masyarakat yang tertimpa bencana guna diukur dengan menggunakan 

indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai 

kapasitas penanggulangan bencana. 

Untuk tahun 2022, Indeks Ketahanan Daerah merupakan 

persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas 

penanggulangan bencana ditargetkan 1,50. Penetapan target sebesar 1,50 

mengacu pada target tahun ke 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 

Tahun 2021-2026. Penetapan target ini didasarkan juga pada 

kewenangan penanganan bencana tingkat kabupaten. Jika dibandingkan 

dengan realisasi di tahun 2021 (1,35), target tahun 2022 ditetapkan 

meningkat sebesar 0,15%. 

Pencapaian sasaran strategis masyarakat yang tangguh 

menghadapi bencana tergambar pada tabel 2.3.34. 

Tabel 2.3.34 

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Indeks Ketahanan Daerah 1,50 1,50 100% 

 

Indeks Ketahanan Daerah terhadap kejadian bencana yang bisa 

ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 1,50, 

terealisasi 1,50 dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori 

keberhasilan sangat baik.  

Realisasi indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah diukur 

berdasarkan data persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai 

standar kapasitas penanggulangan bencana dari Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat.  Dalam pengukuran 

indikator dilakukan melalui pengisian perangkat penilaian kapasitas 

daerah (71 indikator), yang mewakili 7 prioritas yaitu: 

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan. 

2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. 

3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik. 
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4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana. 

5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. 

6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. 

7. Pembangunan system pemulihan bencana. 

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah 

tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.35. 

Tabel 2.3.35  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Indeks Ketahanan Daerah 

No  Indikator 

Kinerja  

Realisasi  % Capaian Kinerja  Target  

2022 2021 2022 2021 2026 

1  Indeks 

Ketahanan 

Daerah 

1,50 

 

1,35 

 

100 

 

96,42 

 

1,80 

 

  

Realisasi indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah di tahun 

2022 adalah 1,50, tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

sehingga capaian kinerjanya 100%. Tren realisasi dari 2021-2022 

menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,15 di tahun 

2022. Sejalan dengan realisasi, capaian indikator kinerja ini tahun 2021-

2022 juga menunjukkan tren yang positif. 

Untuk tahun 2026, Indeks Ketahanan Daerah ditargetkan 1,80 

atau meningkat 0,30 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. 

Realisasi tahun 2022 sebanyak 1,50 menunjukkan pencapaian sebesar 

83,33% dari target 2026. Dengan mempertimbangkan peningkatan di 

tahun 2022, target 2026 optimis dapat dicapai.  

Dalam hal penanggulangan bencana pada kondisi tanggap darurat, 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 telah mengupayakan 

hal-hal sebagai berikut:  
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1. Meningkatkan jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap 

menghadapi bencana.  

2. Meningkatkan jumlah infrasturktur (peralatan dan sistem peringatan 

dini bencana) yang siap dan berfungsi.  

3. Memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan ke lokasi 

bencana. 

4. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan 

lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan 

penanggulangan bencana yang dilakukan.  

5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana. 

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat dalam penanggulangan bencana antara lain:  

1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang 

memahami teknis penanggulangan bencana.  

2. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik dalam 

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program 

penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 

3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung 

penanggulangan bencana yang masih belum memadai.  

4. Keterbatasan SDM relawan penanggulangan bencana. 

5. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.  

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana di masa 

yang akan datang antara lain:   

1. Peningkatan kesiapsiagaaan aparatur dalam menghadapi bencana. 

2. Pemeliharaan infrasturktur (sarana dan prasarana) pendukung 

penanggulangan bencana. 

3. Perbaikan dan perawatan peralatan penunjang penanggulangan 

bencana. 

 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021    BAB – 

II 

 

 

 

 

   

491 

 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam 

kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Hal ini dikarenakan SDM 

inilah yang akan menjadi pengerak pembangunan di segala aspek. SDM 

yang menjadi pengerak pembangunan adalah SDM yang berkualitas. 

Untuk itu, kualitas SDM perlu ditingkatkan agar peran SDM tersebut 

maksimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM antara lain 

melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas 

kesehatan.  

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

menetapkan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing sebagai tujuan untuk mendukung pencapaian misi 2 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Kualitas SDM 

diukur dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia. 

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu 

umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), Pengetahuan 

(knowledge), Standar hidup layak (decent standard). Capaian 

pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat 

dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: sangat tinggi (IPM ≥ 80), 

tinggi (70 ≤ IPM ˂  80), sedang (60 ≤ IPM ˂  70) dan rendah (IPM ˂  60). 

Penetapan indikator indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat yang 

dikeluarkan pada tahun n.  

Untuk tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

ditargetkan 69,41. Penetapan target IPM sebesar 69,41 mengacu pada 

target RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Jika 

TUJUAN 2.2  
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG 

BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING 
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dibandingkan dengan realisasi IPM di tahun 2021 (68,76), target tahun 

2022 ditetapkan meningkat sebesar 0,65. Pencapaian tujuan 

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

tergambar pada tabel 2.3.36. 

Tabel 2.3.36 

Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.2 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Indeks Pembangunan Manusia 69,41 69,57 100,23 

 

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 

terealisasi 69,57 dengan tingkat capaian sebesar 100,23% termasuk 

kategori keberhasilan memuaskan. Realisasi indikator kinerja Indeks 

Pembangunan Manusia Tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Kabupaten Pasaman Barat meningkat sebesar 0,81 poin dari tahun 2021, 

yakni 68,76. 

IPM Kabupaten Pasaman Barat masih berada dibawah rata-rata 

Provinsi Sumatera Barat yakni pada angka 73,26 dan nasional pada 

angka 72,91. 

Tabel 2.3.37 

Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten 

Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia 

Kab/Kota 
Indeks Pembangunan Manusia 

2021 2022 

Pasaman Barat 68,76 69,57 

Sumatera Barat 72,65 73,26 

Indonesia 72,29 72,91 

       Sumber data: Badan Pusat Statistik 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perubahan IPM Kabupaten 

Pasaman Barat tahun 2021-2022 lebih baik dibanding rata-rata Propinsi 

Sumatera Barat maupun nasional. IPM Kabupaten Pasaman Barat 

meningkat 0,81 poin dari tahun 2021 ke tahun 2022. Sementara IPM 
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Provinsi Sumatera Barat naik 0,61 poin dan IPM Indonesia naik 0,62 poin 

pada periode yang sama. 

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan 

Manusia tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir 

RPJMD digambarkan pada tabel 2.3.38. 

Tabel 2.3.38  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Indeks Pembangunan Manusia 

No Indikator Kinerja Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1 

  

Indeks Pembangunan 

Manusia  

69,57 

 

68,76 100,23 99,72 

 

71,97 

 

 

Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia di tahun 

2022 adalah 69,57, tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga 

capaian kinerjanya >100%. Tren realisasi dari 2021-2022 menunjukkan 

tren positif dengan peningkatan sebesar 0,81 di tahun 2022. Sejalan 

dengan realisasi, capaian indikator kinerja ini tahun 2021-2022 juga 

menunjukkan tren yang positif. 

Untuk tahun 2026, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 

71,97 atau meningkat 2,4 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. 

Realisasi tahun 2022 sebanyak 69,57 menunjukkan pencapaian sebesar 

96,66% dari target 2026. Dengan mempertimbangkan peningkatan di 

tahun 2022, target 2026 optimis dapat dicapai.  

Capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,23% termasuk 

kategori keberhasilan memuaskan. Hal ini didukung oleh upaya sebagai 

berikut:   

1. Mengupayakan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata 

lama sekolah.  
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Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 

adalah sebesar 13,69 tahun, meningkat dari tahun 2021 yakni 

sebesar 13,68. Artinya, bahwa lamanya sekolah yang diharapkan 

akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di Kabupaten 

Pasaman Barat pada masa mendatang adalah selama 13 hingga 14 

tahun. 

2. Mengupayakan peningkatan angka harapan hidup   

Angka Harapan Hidup rata-rata penduduk Kabupaten Pasaman Barat 

tahun 2022 adalah 68,25 tahun, mengalami peningkatan dari tahun 

2021 yakni 67,94 tahun. Artinya, setiap penduduk di Kabupaten 

Pasaman Barat diperkirakan hidup rata-rata selama hingga 68 tahun. 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi tantangan bagi 

pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui program-program 

pembangunan kesehatan yang lebih terarah. 

Dalam mencapai Indeks Pembangunan Manusia masih ditemukan 

kendala/hambatan sebagai berikut:  

1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan 

kesehatan. 

2. Kompetensi guru dan tenaga kesehatan yang masih belum sesuai dan 

maksimal. 

3. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. 

4. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga 

banyaknya lulusan yang menganggur. 

5. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak 

memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. 

6. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan di kabupaten. 

7. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi 

merdeka belajar. 

8. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang  

Perilaku Hidup Sehat. 
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Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di masa yang 

akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:  

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. 

2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan. 

3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  

sehingga tepat sasaran. 

4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya 

bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama 

seperti anak lainnya. 

5. Pemerataan pendidikan di semua wilayah. 

6. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait 

pola hidup sehat. 

7. Melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat 

untuk mendapatkan layanan kesehatan. 

8. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). 

 

Dalam mencapai tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas dan Berdaya Saing, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

menetapkan 3 sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan 

masyarakat, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan 

Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas. 

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut dijelaskan 

sebagai berikut:  

 

 

 

SASARAN STRATEGIS 2.2.1  
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN 

MASYARAKAT 
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Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar untuk 

kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu akan melahirkan 

sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas juga. Sumber daya 

manusia yang berkualitas inilah yang akan menjadi modal pembangunan 

dan penggerak perekonomian pada suatu negara. Peningkatan mutu 

pendidikan menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah.   

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

menetapkan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 

sebagai sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator 

kinerja rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan lama sekolah. 

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan 

masyarakat disajikan pada tabel 2.3.39. 

Tabel 2.3.39  

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2.1 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Rata-rata lama sekolah (th) 8,38 8,55 102,03 

Rata-rata harapan lama sekolah (th) 14,22 13,69 96,27 

Rata-rata Capaian Kinerja 99,15 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 

meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebesar 99,15% 

termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing 

indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan 

masyarakat adalah sebagai berikut:  

1. Rata-rata lama sekolah (th) 

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang 

digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan 

kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam 

suatu wilayah. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk 
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suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang 

ditamatkannya dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan 

penduduk tersebut. Penetapan rata-rata lama sekolah diukur 

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 

yang dikeluarkan pada tahun n.   

Untuk tahun 2022, rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,38. 

Penetapan target rata-rata lama sekolah mengacu pada target tahun ke 1 

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Jika dibandingkan 

dengan realisasi rata-rata lama sekolah di tahun 2021 (8,27), target tahun 

2022 ditetapkan meningkat sebesar 0,11.   

Rata-rata lama sekolah target 8,38, terealisasi 8,55 dengan tingkat 

capaian 102,03% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Realisasi 

indikator kinerja ini diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. 

Rata-rata lama sekolah 8,55 tahun berarti penduduk usia 25 tahun ke 

atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,55 tahun 

atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).   

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman 

Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) terus mengalami 

peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,172 pertahun. Peningkatan 

tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 0,28 dan terendah terjadi di tahun 

2018 sebesar 0,01. Rata-rata lama sekolah secara rinci disajikan pada 

grafik 2.3.5. 
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Grafik 2.3.5 

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah  Kabupaten Pasaman Barat 

tahun 2018-2022 

  

Sumber data: BPS Prov Sumbar 2022 

Perbandingan realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah 

tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.40. 

Tabel 2.3.40  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Rata-rata Lama Sekolah  

No  Indikator 

Kinerja 

Realisasi % Capaian Kinerja Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1 Rata-rata 

Lama Sekolah  

8,55 

 

8,27 

 

102,03 

 

100 

 

8,79 

 

 

7,86

8,06

8,19
8,27

8,55

2018 2019 2020 2021 2022

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah
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Realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah di tahun 2022 

adaah 8,55, tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 

kinerjanya 102,03%. Realisasi tahun 2021-2022 menunjukkan tren yang 

positif dengan peningkatan sebesar 0,28 di tahun 2022. Sejalan dengan 

realisasi, capaian kinerja indikator rata-rata lama sekolah tahun 2021-

2022 juga menunjukkan tren yang positif.   

Untuk tahun 2026, rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,79 atau 

meningkat 0,24 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Realisasi 

tahun 2022 sebanyak 8,55 menunjukkan pencapaian sebesar 97,26% 

dari target 2026. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 

2022, target 2026 optimis dapat dicapai.  

Rendahnya angka rata rata lama sekolah, dikarenakan masih 

banyak masyarakat diatas umur 25 tahun yang masih belum 

menamatkan pendidikan pada jenjang SMP. Terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat memiliki angka rata 

rata lama sekolah rendah, mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, dan 

juga faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan. 

Maka, alternatif lainnya adalah mengajak masyarakat Kabupaten 

Pasaman Barat khususnya yang berusia di atas 25 tahun yang masih 

belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan 

menengah untuk melanjutkan kembali pendidikannya melalui program 

kesetaraan yang sudah diberikan bantuan dari pusat yaitu BOP 

Kesetaraan. 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di tahun 2022 

antara lain:  

1. Penyaluran dana BOS untuk SD dan SMP. 

2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah melalui 

pembangunan dan rehabilitasi sekolah. 

3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD). 

4. Meningkatkan akses dan daya saing pendidikan. 
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5. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan melalui 

kegiatan yang dapat menunjang dan memberdayakan kemampuan 

PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) demi tercapainya target 

yang telah ditetapkan. 

6. Meningkatkan angka kelulusan sekolah. 

Dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat masih 

ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:  

1. Rendahnya kualitas sarana fisik  

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan 

tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media 

belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak 

standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan 

sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki 

gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki 

laboratorium dan sebagainya.  

2. Rendahnya kualitas guru  

Masih ada guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai 

untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 

UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, 

melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan 

pengabdian masyarakat. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga 

dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.  

3. Rendahnya kesejahteraan guru  

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat  

rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan 

guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di 

lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit 

mencapai taraf ideal.  

4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan  

Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga 

banyaknya lulusan yang menganggur.   
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5. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak 

memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.  

6. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan oleh Provinsi 

dengan program pembinaan pendidikan di kabupaten/kota.  

7. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi 

merdeka belajar. 

Untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di masa yang 

akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:  

1. Mengkaji lagi perubahan kurikulum belajar agar kurikulum tersebut 

dapat dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik dan pendidik. 

2. Peningkatan mutu guru melalui penyeleksian guru pendidik sebelum 

mereka mengajar pada suatu sekolah dan pemberian penghargaan 

kepada guru/staf pengajar. 

3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

sehingga tepat sasaran. 

4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya bagi 

murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama 

seperti anak lainnya. 

5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. 

6. Pemerataan pendidikan di semua wilayah. 

 

2. Rata-rata harapan lama sekolah (th) 

Harapan lama sekolah merupakan metode perhitungan untuk 

mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan 

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sehingga 

diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada 

umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah 

per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan 

Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. 

Penetapan harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.   
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Untuk tahun 2022, Harapan lama sekolah ditargetkan 14,22. 

Penetapan target ini mengacu pada target tahun ke 1 RPJMD Kabupaten 

Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Jika dibandingkan dengan realisasi 

harapan lama sekolah di tahun 2021 (13,68), target tahun 2022 

ditetapkan meningkat sebesar 0,54.   

Harapan lama sekolah target 14,22, terealisasi 13,69 dengan 

tingkat capaian 96,27 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik. 

Realisasi indikator kinerja harapan lama sekolah tahun 2022 diukur 

berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 yang 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Harapan lama sekolah 13,69 

tahun berarti anak-anak yang berusia 7 tahun di tahun 2022 memiliki 

peluang untuk menamatkan pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat 

pada masa mendatang adalah selama 14 tahun (setara dengan tahun ke-

2 jenjang Pendidikan Tinggi/D-II). 

Harapan lama sekolah di Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) terus mengalami peningkatan dengan 

rata-rata peningkatan 0,117 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di 

tahun 2020 sebesar 0,21 dan terendah terjadi di tahun 2022 sebesar 0,01. 

Harapan lama sekolah secara rinci disajikan pada grafik 2.3.6. 
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Grafik 2.3.6 

Perkembangan Rata-rata Harapan Lama Sekolah  Kabupaten Pasaman 

Barat tahun 2018-2022 

  

Sumber data: BPS Prov Sumbar 2022 

 

Perbandingan realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah 

tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.41. 

Tabel 2.3.41 

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Rata-rata Harapan Lama Sekolah 

No  Indikator 

Kinerja 

Realisasi % Capaian Kinerja Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1  Rata-rata 

Harapan Lama 

Sekolah  

13,69 

 

13,68 

 

96,27 98,20 

 

15,37 

 

Realisasi indikator kinerja harapan lama sekolah di tahun 2022 

adalah 13,69, tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian 

kinerjanya <100%. Tren realisasi dari 2021-2022 menunjukkan tren 

13,22

13,4

13,61
13,68 13,69

2018 2019 2020 2021 2022

Rata-rata Harapan Lama Sekolah

Rata-rata Harapan Lama Sekolah
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positif dengan peningkatan sebesar 0.01 di tahun 2022. Akan tetapi, 

untuk capaian kinerja menunjukkan tren negatif.   

Untuk tahun 2026, harapan lama sekolah ditargetkan 15,37 atau 

meningkat 1,68 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Realisasi 

tahun 2022 sebesar 13,69 menunjukkan pencapaian sebesar 89,06% dari 

target 2026. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2022, 

akan dilakukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan harapan 

lama sekolah di tahun 2026.  

Jika dibandingkan harapan lama sekolah Kabupaten Pasaman 

Barat (13,69 tahun) dengan data harapan lama sekolah Nasional (13,10 

tahun), berada diatas angka nasional namun jika dibandingkan dengan 

harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat (14,10 tahun) berada 

dibawah harapan lama sekolah Provinsi secara signifikan. 

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja (faktor pendukung/ faktor penghambat) serta alternatif solusi 

yang telah dilakukan diantaranya pemerintah daerah menyusun strategi 

untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pada perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian angka partisipasi sekolah 

menuju 100%. 

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisikasi Kasar (APK) 

terjadi penurunan disebabkan data peserta didik  untuk  MI  dan  MTs  

dari  Kemenag  masih  belum  valid  sehingga penyebut dalam perhitungan 

APK menjadi kecil/tidak lengkap. Diharapkan ketika data peserta didik 

dari Kemenag sudah tersaji, maka persentase APK SD/MI dan SMP/MTs 

dapat lebih besar dari tahun sebelumnya. 

Alternatif yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas dan 

sinkronisasi data antara Kemendikbud dengan Kemenag adalah 

memberikan data pendidikan dengan akurat dan tepat waktu. Sedangkan 

mengenai partisipasi peserta didik, solusinya yaitu dengan memperbaiki 

berbagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan kegiatan bantuan 

lainnya sebagai daya tarik  siswa untuk mau menempuh wajib belajar 

pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya juga memberikan motivasi 
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kepada siswa beserta orangtuanya akan arti pentingnya menempuh 

pendidikan untuk masa depan kelak demi kesejahteraan hidupnya. 

 

 

 

Kesehatan menjadi salah satu modal yang sangat besar dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini menjadikan kesehatan 

sebagai salah satu komponen yang harus ditingkatkan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan mutu 

kesehatan akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup 

masyarakat yang berarti juga meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Kondisi kesehatan bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 

perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan pendidikan, 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pasaman Barat. Tolak 

ukur/indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya 

derajat kesehatan masyarakat adalah Usia Harapan Hidup dan Prevalensi 

Stunting. Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting tahun n diukur 

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Pasaman Barat yang 

dikeluarkan pada tahun n.  

Untuk tahun 2022, Usia Harapan Hidup ditargetkan 67,87 dan 

Prevalensi Stunting ditargetkan 19,00. Penetapan target mengacu pada 

target tahun ke 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. 

Jika dibandingkan dengan realisasi Usia Harapan Hidup di tahun 2021 

(67,85), target tahun 2022 ditetapkan meningkat sebesar 0,02, 

sedangkan realisasi Prevalensi Stunting di tahun 2022 ditargetkan 

SASARAN STRATEGIS 2.2.2  
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN 

MASYARAKAT 
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sebesar 19,00. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat tergambar pada tabel 2.3.42. 

Tabel 2.3.42  

Realisasi indikator kinerja sasaran strategis 2.2.2 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Usia Harapan Hidup (th)  67,87 68,25 100,56 

Prevalensi Stunting (%) 19,00 35,50 13,16 

Rata-Rata Capaian 56,86 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup dan 

Prevalensi Stunting dengan tingkat capaian sebesar 56,86% termasuk 

kategori cukup.  

Realisasi indikator kinerja usia harapan hidup tahun 2022 diukur 

berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 yang 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dimana data usia harapan hidup 

68,25 berarti bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk 

hidup hingga usia 68,25 tahun. Realisasi indikator kinerja  Prevalensi 

Stunting berdasarkan data SSGBI menunjukkan bahwa prevalensi 

stunting Kabupaten Pasaman Barat adalah 35,50%. Uraian masing-

masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:  

1. Usia harapan hidup 

Derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian 

(mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas 

menunjukkan jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Usia 

Harapan Hidup (UHH) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat 

dari sisi harapan hidupnya. Pada tahun 2022 capaian UHH Pasaman 

Barat sebesar 68,25 tahun, meningkat 0,31 poin dari tahun 2021 atau 

tumbuh sebesar 0,45 persen. 
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Perbandingan realisasi indikator kinerja usia harapan hidup tahun 

2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.43. 

Tabel 2.3.43 

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Usia Harapan Hidup 

No  Indikator 

Kinerja  

Realisasi  % Capaian Kinerja  Target  

2022 2021 2022 2021 2026 

1  Usia Harapan 

Hidup  

68,25 

 

67,94 

 

100,56 100,13 

 

68,27 

 

Realisasi usia harapan hidup tahun 2022 adalah 68,25, tercapai di 

atas target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya >100%. Realisasi 

usia harapan hidup tahun 2021–2022 menunjukkan tren positif dengan 

peningkatan sebanyak 0,31 di tahun 2022. Sama halnya dengan realisasi, 

capaian kinerja tahun 2021-2022 juga menunjukkan tren yang positif.  

Untuk tahun 2026, usia harapan hidup ditargetkan 68,27 atau 

meningkat 0,02 dari realisasi tahun 2022. Realisasi usia harapan hidup 

sebesar 68,25 menunjukkan pencapaian 99,97% dari target tahun 2026. 

Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022, target usia harapan 

hidup tahun 2026 optimis dapat dicapai.  

Usia harapan hidup Pasaman Barat tahun 2022 sebesar 68,25 

lebih rendah 1,65 dibandingkan dengan usia harapan hidup Sumatera 

Barat sebesar 69,90. 

Gambaran Usia harapan hidup Kabupaten Pasaman Barat  2019-

2022 disajikan pada grafik 2.3.7. 
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Grafik 2.3.7 

Usia harapan hidup Kabupaten Pasaman Barat  2020-2022 

 

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 

 Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja usia harapan 

hidup adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat 

dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan milik 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 

3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

gizi dan kalori. 

4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mendapatkan 

pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan 

hidupnya. 

 

2. Prevalensi stunting 

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek 

dibanding tinggi badan anak seusianya. Berdasarkan hasil Studi Status 
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Gizi Balita Indonesia (SSGBI), prevalensi stunting (pendek dan sangat 

pendek) di Pasaman Barat tahun 2022 adalah 35,50%. Angka ini 

menunjukkan peningkatan sebesar 17,10% dibandingkan dengan tahun 

2021 angka 18,40.  

Perbandingan realisasi indikator kinerja prevalensi stunting  tahun 

2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.44. 

Tabel 2.3.44  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Prevalensi Stunting   

No  Indikator 

Kinerja  

Realisasi  % Capaian Kinerja  Target  

2022 2021 2022 2021 2026 

1  Prevalensi 

Stunting   

35,50 18,40 13,16 110,68 13 

 

Realisasi prevalensi stunting tahun 2022 adalah 35,50, tercapai di 

bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya <100%. 

Realisasi prevalensi stunting tahun 2021–2022 menunjukkan tren negatif 

dengan penurunan sebanyak 17,10 di tahun 2022. Sama halnya dengan 

realisasi, capaian kinerja tahun 2021-2022 juga menunjukkan tren yang 

negatif.  

Untuk tahun 2026, usia harapan hidup ditargetkan 13 atau 

meningkat 22,50 dari realisasi tahun 2022. Realisasi usia harapan hidup 

sebesar 35,50 menunjukkan pencapaian -73,07% dari target tahun 2026. 

Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022, Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat memerlukan upaya yang optimal untuk mencapai target 

prevalensi stunting tahun 2026. 

Gambaran Usia harapan hidup Kabupaten Pasaman Barat  2020-

2022 disajikan pada grafik 2.3.8. 
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Grafik 2.3.8 

Prevalensi Stunting Kabupaten Pasaman Barat  2020-2022 

 

Sumber data: Badan Pusat Statistik 

  Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menekan angka 

stunting di Kabupaten Pasaman Barat antara lain meningkatkan 

koordinasi, integrasi dan konvergensi antar lembaga, advokasi yang 

intens juga diperlukan untuk mendorong semua pihak peduli dengan isu 

ini. Contoh upaya yang telah dilakukan adalah lahirnya Peraturan Bupati 

Pasaman Barat Nomor 33 Tentang Aksi Konvergensi Program/Kegiatan 

Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Pasaman Barat. 

 

Untuk mencapai tujuan Mendorong pertumbuhan perekonomian 

daerah dan pemerataan pendapatan, telah ditetapkan 3 sasaran strategis. 

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut 
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Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang bisa 

ditimbulkan dari berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan pendidikan. 

Kemiskinan tersebut akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah 

menuju kesejahteraan, seperti daya beli rendah, kebutuhan gizi standar, 

rentan penyakit menular, kriminalitas dan rumah tidak layak huni.  

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih besar agar kondisi ekonomi 

Pasaman Barat dapat meningkat. Jika kelompok masyarakat miskin 

dapat diatasi, maka tujuan Pasaman Barat bebas dari kemiskinan dalam 

arti sesungguhnya dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan pengentasan 

kemiskinan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk 

mewujudkan tujuan Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan 

pemerataan pendapatan. Pencapaian sasaran strategis menurunnya 

tingkat kemiskinan tergambar pada tabel 2.3.45. 

Tabel 2.3.45  

Realisasi indikator kinerja Sasaran strategis 3.1.1 

Indikator Target Realisasi Capaian 

% Penduduk Miskin 7,00 6,93 101 

 

Tingkat kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Artinya, kemiskinan 

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan 

 
SASARAN STRATEGIS 3.1.1  

PENGENTASAN KEMISKINAN 
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miskin atau tidak miskin digunakan garis kemiskinan (Maret 2022) Rp. 

544.829,- (kapita/bulan). Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan 

tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 52.362 di tahun 2022. 

Garis Kemiskinan ditentukan oleh dua komponen yaitu Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).   

Tingkat kemiskinan pada tahun 2022 ditargetkan akan tercapai 

7,00. Penetapan target ini mengacu pada target tahun ke 1 RPJMD 

Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Jika dibandingkan dengan 

tingkat kemiskinan di 2021, target tahun 2022 ini ditetapkan menurun 

0,51. Tingkat kemiskinan target 7,00 terealisasi 6,93 dengan tingkat 

capaian 101% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Realisasi ini 

diukur berdasarkan data tingkat kemiskinan yang dikeluarkan oleh 

Badan Pusat Statistik. 

Perbandingan realisasi indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 

2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD 

digambarkan pada tabel 2.3.46. 

Tabel 2.3.46  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Indeks % Penduduk Miskin 

No  Indikator 

Kinerja 

Realisasi % Capaian Kinerja Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1  % Penduduk 

Miskin 

6,93 

 

7,51 

 

101 93,02 6,58 

 

 

Realisasi indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 2022 adalah 

6,93, tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaian indikator 

kinerjanya >100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, tingkat 

kemiskinan tahun 2022 turun sebesar 0,07. Hal ini menunjukkan 

berkurangnya jumlah penduduk miskin di tahun 2022.  
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Jika dibandingkan dengan target 2026 sebesar 6,58, diperlukan 

upaya untuk mengejar target 0,35 lagi agar target tahun terakhir RPJMD 

tersebut tercapai. Jika melihat tren beberapa tahun terakhir yang 

menunjukan penurunan angka kemiskinan, kecuali kondisi tahun 2021 

yang dipengaruhi oleh kejadian Luar Biasa pandemi COVID-19, target 

tahun 2026 optimis dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat dengan upaya yang optimal bersama pihak terkait untuk 

menurunkan tingkat kemiskinan.  

Keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan tidak lepas dari 

keterlibatan banyak pihak dan upaya dari Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat. Adapun upaya yang dilakukan antara lain: 

1. Mendorong meningkatnya usaha perdagangan dan industri 

kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.  

2. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, 

peternakan dan perikanan, usaha perdagangan dan industri 

kecil/menengah. 

3. Meningkatkan sektor pariwisata. 

4. Melakukan kolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti BAZNAS 

daerah dan juga LAZ daerah untuk mengantisipasi kemungkinan 

lonjakan penduduk miskin dengan mengkombinasikan program-

program sosial dari pemerintah daerah dengan program-program 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang ada pada lembaga 

zakat.  

Adapun upaya yang akan dilaksanakan pada masa mendatang 

guna menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat 

diantaranya adalah:  

1. Melaksanakan program kendali cepat jangka pendek berupa bantuan 

jaringan pengamanan sosial, berupa pangan dan keringanan terhadap 

kebutuhan mendasar non pangan lainnya. Kebijakan ini dilakukan 

secara berkala, dengan sasaran semakin berkurang secara bertahap.  
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2. Program jangka menengah juga diberikan berupa stimulus insentif 

pada UMKM dalam bentuk keringanan pajak, penurunan suku bunga 

pinjaman, penundaan tempo bayar, dan insentif permodalan.  

3. Jangka panjang, dengan memberikan keringanan mengakses 

permodalan, infrastruktur penunjang, dan penciptaan iklim pasar 

yang kondusif.  

4. Agar program mencapai sasaran yang tepat berdasarkan kelompoknya 

dan dilakukan secara efektif dan efisien, maka diperlukan 

pemutakhiran (update) data kependudukan untuk mendapatkan 

orang, jumlah dan wilayah sasaran yang sesuai. 

 

 

 

Perluasan kesempatan kerja salah satu cara mengatasi masalah 

pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial yang 

bisa ditimbulkan dari berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan 

pendidikan. Penganguran tersebut akan berdampak pada timbulnya 

berbagai masalah menuju kesejahteraan, seperti daya beli rendah, 

kebutuhan gizi standar, rentan penyakit menular, kriminalitas dan 

rumah tidak layak huni. 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan menurunnya 

tingkat pengangguran terbuka sebagai indikator sasaran yang harus 

dicapai untuk mewujudkan sasaran Perluasan Kesempatan Kerja. 

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data tingkat 

pengangguran terbuka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. 

Pencapaian sasaran strategis Perluasan Kesempatan Kerja disajikan pada 

tabel 2.3.47. 

 
SASARAN STRATEGIS 3.1.2  

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 
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Tabel 2.3.47 

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1.2 

 Indikator Target Realisasi Capaian 

Tingkat PengangguranTerbuka 4,35 6,33 54,48 

 

Untuk tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 

4,35%, berada 0,68 di bawah tingkat pengangguran tahun 2021 (5,03%). 

Dengan mempertimbangkan tingkat pengangguran tahun 2021 dan 

faktor lain yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran, penetapan 

target mengacu pada target tahun ke 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 

tahun 2021-2026.  Indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka tahun 

2022 terealisasi sebesar 6,33% dengan tingkat capaian sebesar 54,48% 

termasuk kategori kurang baik. 

Tingkat pengangguran terbuka diukur dengan membandingkan 

jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dengan formula 

perhitungan sebagai berikut: 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎 =
13.377

211.224
 × 100% = 6,33 

Ket:   Jumlah pengangguran  = 13.377 orang  

           Jumlah angkatan kerja = 211.224 orang 

Jumlah angkatan kerja di  Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 

211.224 orang, turun 4.595 orang dari periode tahun 2021. Komponen 

pembentukan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang 

menganggur. Jumlah penduduk yang bekerja 197.847 orang, sedangkan 

yang menganggur sebanyak 13.377 orang. Jika dibandingkan dengan 

periode tahun 2021, jumlah penduduk yang bekerja tahun 2022 turun 

sebanyak 7.144 orang, sedangkan penduduk yang menganggur 

bertambah 2.549 orang. Kondisi tersebut mendorong tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) tahun 2022 meningkat dibandingkan 

periode yang sama tahun 2021. 
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Perbandingan realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran 

terbuka tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir 

RPJMD digambarkan pada tabel 2.3.48. 

Tabel 2.3.48  

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja Indeks Tingkat Pengangguran Terbuka 

No  Indikator 

Kinerja  

Realisasi  % Capaian Kinerja  Target  

2022 2021 2022 2021 2026 

1  Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

6,33 5,02 54,48 86,93 3,69 

 

Realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka tahun 

2022 adalah 6,33, tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga 

capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka <100%. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka tahun 

2022 mengalami kenaikan sebesar 1,31%. Untuk capaian kinerja tahun 

2021-2022 menunjukan penurunan sebesar 32,45%. 

Jika dibandingkan dengan target 2026 sebesar 3,69%, perlu 

mengejar target 2,64 lagi agar target tahun terakhir RPJMD tersebut 

dapat tercapai. Jika melihat tren beberapa tahun terakhir yang 

menunjukan peningkatan angka pengangguran, target tahun 2026 

optimis dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan 

upaya yang optimal bersama pihak terkait untuk menurunkan tingkat 

pengangguran. 

Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan Tingkat 

Pengangguran Terbuka adalah sebagai berikut: 

1. Gaji yang diberikan masih dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP). 

2. Tidak seimbangnya antara jumlah lowongan pekerjaan yang ada 

dengan jumlah   pengangguran. 
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3. Skil yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan pada 

perusahaan tersebut masih kurang (Pendidikan/pelatihan yang 

diikuti tidak sesuai). 

4. Antara lowongan pekerjaan yang ada dengan lulusan pendidikan 

tidak sesuai. 

5. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dari luar negeri belum 

mendapat perhatian atau tidak diberdayakan sehingga bertambahnya 

pengangguran. 

6. Berkurangnya anggaran menyebabkan berdampaknya pada 

pengurangan anggaran kegiatan untuk pelatihan bagi pencari kerja. 

7. Tambahan angkatan kerja setiap tahunnya belum disertai dengan 

penambahan ketersediaan lapangan kerja baru sehingga 

menyebabkan banyaknya tenaga kerja sektor informal. 

8. Masih rendahnya jumlah perusahaan/industri dan peluang kerja di 

Pasaman Barat. 

9. Masih rendahnya kompetensi SDM pencari kerja di Pasaman Barat 

yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja/industri.   

Beberapa strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka 

kedepannya:  

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja agar memiliki daya saing di 

rumah sendiri dalam menghadapi ancaman masuknya tenaga kerja 

luar daerah maupun tenaga kerja asing, serta diharapkan memiliki 

kemampuan untuk memasuki pasar kerja global.  

2. Meningkatkan kerjasama dan komitmen pemerintah daerah dengan 

pihak swasta dalam menggiatkan pariwisata. Hal tersebut terindikasi 

menjadi faktor pendorong meningkatnya peran dan kinerja sektor 

jasa, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.  

3. Perbaikan tingkat pendidikan masyarakat (angkatan kerja). Hal ini 

diyakini juga akan mendorong peralihan penyerapan tenaga kerja dari 

sektor primer ke sektor sekunder/tersier.  



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021    BAB – 

II 

 

 

 

 

   

518 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dari industri olahan 

Komoditas Utama Pasaman Barat untuk meningkatkan harga 

komoditas, agar terjadi kenaikan permintaan dunia (ekspor), sehingga 

diharapkan bisa memperbaiki kinerja dan kebutuhan tenaga kerja 

pada lapangan usaha tersebut. 

5. Membentuk Program Skill Development Centre (SDC) melibatkan 

semua unsur yang terkait menekan angka pengangguran dan 

membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah/TPKD (Dinas 

Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik, Bappelitbangda, Dinas 

Pendidikan, Dinas Pariwista serta stake holder lain yang terkait). 

 

 

 

Penguatan industri berbasis komoditas unggul lokal dilihat dari 

PDRB per kapita pendapatan masyarakat, yang merupakan salah satu 

cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat 

pembangunan sebuah daerah. Pendapatan per kapita sering digunakan 

sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah 

daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar 

juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan 

pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Pendapatan per kapita juga 

merefleksikan PDRB per kapita. Karena data Total personal 

income/pendapatan per kapita total sebuah daerah jarang sekali ada, 

sehingga PDRB per kapita lebih sering digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur pendapatan masyarakat. Pencapaian sasaran strategis 

penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal disajikan pada 

tabel 2.3.49. 

SASARAN STRATEGIS 3.1.3  
PENGUATAN INDUSTRI BERBASIS KOMODITAS 

UNGGULAN LOKAL 

https://id.wikipedia.org/wiki/PDRB
https://id.wikipedia.org/wiki/PDRB
https://id.wikipedia.org/wiki/PDB_per_kapita
https://id.wikipedia.org/wiki/PDB_per_kapita
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Total_personal_income&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_per_kapita_total&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_per_kapita_total&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_per_kapita_total&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_per_kapita_total&action=edit&redlink=1
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Tabel 2.3.49 

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1.3 

Indikator Target Realisasi Capaian 

PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) 39,33 39,08 99,36 

 

Tahun 2022, PDRB perkapita ditargetkan tercapai 39,33 juta 

rupiah. Penetapan target PDRB per kapita mengacu pada target tahun ke 

1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Target ini 

meningkat 2,82 juta rupiah dari  PDRB perkapita tahun 2021 (36,51 juta 

rupiah). PDRB perkapita target 39,33 juta rupiah, terealisasi  39,08 juta 

rupiah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,36% termasuk kategori 

keberhasilan sangat baik. 

Perbandingan realisasi indikator kinerja PDRB per kapita tahun 

2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan 

pada tabel 2.3.50. 

Tabel 2.3.50 

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target 2026 Indikator 

Kinerja PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) 

No  Indikator Kinerja 

Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 

2022 2021 2022 2021 2026 

1 PDRB per Kapita ADHB 

(Rp. juta) 

39,08 

juta 

36,51 

juta 

99,36 96,82 46,17 

juta 

 

Realisasi PDRB per Kapita ADHB tahun 2022 adalah 39,08 juta, 

tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian indikator 

kinerja ini <100%. PDRB per Kapita ADHB tahun 2022 meningkat 2,57 

juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2021. Sama halnya dengan 

realisasi, capaian indikator kinerja PDRB per kapita tahun 2021-2022 

juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,54%.  
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Jika dibandingkan dengan target jangka menengah di tahun 2026 

sebesar 46,17 juta rupiah, dibutuhkan pencapaian sebesar 7,09 juta 

rupiah lagi selama lima tahun ke depan. Seiring dengan pertumbuhan 

pendapatan per kapita tahun 2022, target 2026 optimis dapat dicapai.  

Dalam meningkatkan Pendapatan per kapita masyarakat 

Kabupaten Pasamana Barat tahun 2022 seiring dengan  meningkatkan 

faktor-faktor pendukung pertumbuhan PDRB, namun masih banyak 

hambatan yang dihadapi, diantaranya:  

1. Penurunan kinerja lapangan usaha yang menjadi penopang utama 

perekonomian masyarakat, yaitu transportasi dan pergudangan serta 

perdagangan besar dan eceran diakibatkan berkurangnya wisatawan 

dan mobiltas masyarakat. Kemudian melambatnya pertumbuhan 

pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.   

2. Melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi non 

makanan dan investasi dengan sektor yang paling terdampak terjadi 

di sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor kontruksi.  

3. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta lapangan usaha 

industri pengolahan yang melambat signifikan sejalan dengan kinerja 

ekspor yang melambat. Fluktuasi harga CPO dan karet dunia menjadi 

faktor utama penekan kinerja LU industri pengolahan.  

4. Pengeluaran Rumah Tangga (PRT) tertahan disebabkan oleh 

berkurangnya pendapatan masyarakat seiring dengan kebijakan 

pembatasan kegiatan yang diterapkan, tutupnya sebagian kegiatan 

usaha dan turunnya kunjungan wisatawan.  

5. Pada lapangan usaha industri pengolahan, sebagian besar skala 

usaha industri masih berskala industri kecil, sebagian besar hasil 

usaha masih digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan 

relatif kecil digunakan untuk pemupukan modal usaha. Kemudian, 

masih kurangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri yang 

mengakibatkan lambatnya pertumbuhan produksi sektor industri 

dibandingkan sektor usaha lainnya.  
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6. Pada lapangan usaha perdagangan, masih belum optimalnya fasilitasi 

bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif untuk berekspresi dalam 

mendukung penguatan pariwisata, masih kurangnya kesadaran 

pedagang pasar dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar, 

sehingga mengurangi kenyamanan dalam berbelanja di pasar 

tradisional, serta masih kurangnya keberpihakan dan kesadaran 

masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri.  

Untuk menumbuhkan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat agar 

pendapatan masyarakat meningkat, dilakukan dengan mengedukasi dan 

mengembangkan digitalisasi UKM secara optimal. Salah satunya strategi 

penjualan melalui platform digital, seperti media sosial atau e-commerce. 

Pasalnya, banyak pelaku UKM yang masih kesulitan untuk menjual 

produk dikarenakan terbiasa berjualan langsung kepada konsumen.  

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan 

datang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan berupaya untuk 

mengarahkan penggunaan produk UKM daerah sehingga akan 

berdampak pada pertumbuhan sektor UKM di Kabupaten Pasaman Barat 

dan mengoptimalkan produksi hasil produk unggulan Kabupaten 

Pasaman Barat. 
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